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Dengarkanlah seluruh ramalan bombastis dan segala komentar gemerlap
yang datang dari para pelaku industri energi yang dominan dan Anda mungkin
akan merasa lega. “Prospek transisi rendah karbon terus terlihat sangat cerah,”
menurut Bloomberg New Energy Finance, yang melaporkan bahwa investasi
global dalam teknologi energi rendah karbon telah menembus angka $1 triliun
pada tahun lalu.’

Investor swasta dan pasar yang diliberalisasi, seperti yang disampaikan pada
kami, diklaim sebagai pembuka jalan menuju masa depan energi bersih. Para
pengamat industri mengklaim penurunan biaya energi terbarukan sebagai
bukti bahwa bahan bakar fosil akan segera menjadi masa lalu. Selama investor
dilindungi melalui hak kekayaan intelektual dan perjanjian perdagangan
dan investasi, modal seakan dipercaya mengalir dengan lancar ke dalam
transisi energi. Pemerintah, tampaknya, dapat duduk santai ketika kekuasaan
terdesentralisasi melalui banyak proyek energi terbarukan berskala kecil dan
kebangkitan ‘prosumer’, dengan begitu banyaknya individu yang menjadi
produsen dan konsumen energi.

Sayangnya, klaim-klaim optimis ini tidak dapat diterima begitu saja. Faktanya,
apa yang sedang terjadi di sini adalah serangkaian mitos berbahaya — mitos
yang mengancam untuk makin mengukuhkan kelambanan dan ketidakadilan.
Sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat menggambarkan
keadaan transisi energi sebagai sesuatu yang mendekati ‘cerah’ ketika
konsumsi batu bara, minyak, dan gas terus meningkat. Bahan bakar fosil
masih menyumbang 82 persen dari total konsumsi energi primer di seluruh
dunia.? Penggunaan batu bara global pada akhir tahun 2022 mencapai rekor
tertinggi.®> International Energy Agency (IEA) pada tahun 2021 menunjukkan
bahwa konsumsi minyak global pada tahun 2022 akan menjadi rata-rata 2,1
juta barel per hari lebih tinggi dari tahun 2021. Angka ini diproyeksikan akan
meningkat 2,1 juta barel per hari pada tahun 2023.4

Memang, investasi dalam energi terbarukan tumbuh — tetapi tidak cukup
pesat. Laju pertumbuhan penyebaran energi terbarukan baru berkurang
setengahnya antara tahun 2016-2021.° Investasi energi terbarukan global
mencapai rekor tertinggi sebesar $0,5 triliun pada tahun 2022 -
kurang dari sepertiga darirata-ratainvestasitahunanyang dibutuhkan
antara tahun 2023 dan 2030, jika kita ingin mencapai target yang telah
disepakati secara global untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C
di atas tingkat pra-industri.® Pada pertengahan tahun 2023, penilaian IEA
menunjukkan bahwa hanya tiga dari lima puluh komponen transisi energi yang
sepenuhnya berjalan sesuai rencana.’

Singkatnya, transisi energi berada dalam masalah serius. Lebih jauh lagi, ketika
kemajuan sedang dibuat, narasi pro-swasta dan pro-pasar yang dominan
kembali membuat banyak hal menjadi salah. Pendanaan publik dan
bukannya investasi swasta telah menjadi pendorong utama transisi
sejauh ini: 60 persen dari total pendanaan iklim secara global berasal
dari dana publik (termasuk rumah tangga) pada tahun 2019/2020.°
Berlawanan dengan ideologi neoliberal — yang menyatakan bahwa sektor
publik‘menghindaririsiko’ dan sektor swasta ‘inovatif' — banyak lembaga publik



lebih cenderung mendanai sektor-sektor transisi yang berisiko lebih tinggi,
dengan sektor publik memimpin dalam hal teknologi yang masih jauh dari
komersialisasi, seperti energi pasang surut, energi ombak, atau penyimpanan
panas.’

Memang, sebagian besar investasi swasta dalam transisi energi sangat
bergantung pada subsidi pemerintah. Ketika pemerintah yang memimpin
transisi energi seperti Jerman dan Cina mencabut subsidi energi terbarukan
‘Feed-in Tariff, konsekuensinya sangat dramatis. Di Jerman, investasi energi
terbarukan turun sebesar 46 persen pada tahun 2015. Dan antara tahun 2017
dan 2018, investasi dalam energi bersih di Cina berkurang sebesar 38 persen
(dengan investasi di bidang tenaga surya turun sebesar 53 persen).'

Mungkinkah penurunan biaya energi terbarukan akan mengubah semua
ini? Banyak yang berpendapat bahwa biaya energi terbarukan menurun
sedemikian rupa sehingga kita akan segera mencapai ‘titik kritis’ di mana energi
terbarukan menjadi lebih murah daripada bahan bakar fosil, dan setelah itu
pola investasi akan berubah secara substansial. Meskipun biaya satuan energi
terbarukan memang menurun, data harga energi terbarukan cenderung
mengaburkan biaya tersembunyi dari peningkatan infrastruktur
dan perubahan yang diperlukan untuk mengintegrasikan energi
terbarukan ke dalam jaringan listrik. Biaya tersembunyi ini akan
menambah sekitar 10-15 persen pada harga satu unit energi, setelah energi
terbarukan mencapai 25 persen dari total produksi energi'' — dan hanya akan
meningkat seiring dengan berjalannya proses dekarbonisasi. Terlebih lagi,
harga bukanlah faktor penentu dalam transisi energi. Semua bukti — baik
secara historis maupun saat ini — menunjukkan bahwa penurunan harga
energi sering kali menggerogoti keuntungan industri energi. Pada gilirannya,
penurunan harga energi terbarukan berisiko mengurangi minat investor.'
Mungkin yang lebih penting lagi, model ini didasarkan pada eksploitasi tenaga
kerja yang terus berlanjut dalam rantai pasokan energi terbarukan, yang makin
terkait dengan kerja paksa dan perbudakan modern.'3

Model transisi energi berbasis keuntungan, dengan demikian, diliputi
oleh kontradiksi dan gagal dengan sendirinya. Model ini juga mendorong
meningkatnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sepertiga populasi dunia
saat ini tidak memiliki akses ke listrik yang dapat diandalkan. Pada tahun
2021, diperkirakan 860 juta orang di seluruh dunia bagian Selatan
tidak memiliki akses listrik, dengan tambahan 1,1 miliar lainnya hanya
memiliki akses listrik yang terputus-putus.’™ Situasi di Eropa tidak jauh
berbeda. Memang, kemiskinan energi meningkat dua kali lipat selama periode
10tahundiseluruh Eropa selama periode liberalisasi energi.'>'® Bahkan, seperti
yang dicatat oleh IEA: ‘Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, jumlah
orang yang tidak memiliki akses listrik akan meningkat pada tahun 2022." 7

Bagaimanakitasampaidisini?Sejarahmodelpasarbermuarapadakombinasi
‘liberalisasi dan subsidi’, karena pertumbuhan energi terbarukan telah
benar-benar terjadi meskipun tidak melalui liberalisasi.'® Faktanya, tidak
pernah ada pasar bebas untuk energi terbarukan, dan kemungkinan besar
tidak akan pernah ada. Sebaliknya, sektor energi terbarukan telah ditopang



oleh subsidi publik. Subsidi ini berdampingan dengan kebijakan liberalisasi,
yang telah memusatkan kekuasaan di tangan beberapa perusahaan oligopoli.

Perusahaan-perusahaan ini sekarang menghadapi ‘lingkaran kematian’ karena
biaya mereka meningkat dan pendapatan turun. Perusahaan-perusahaan milik
negara tidak disarankan atau (seperti perusahaan listrik Afrika Selatan, Eskom)
dilarang untuk berinvestasi dalam pembangkit listrik terbarukan. Sebagai
gantinya, mereka harus menopang investasi swasta, menutupi biaya jaringan
yang meningkat dan fokus pada pemulihan biaya produksi dan layanan dengan
mengorbankan peningkatan akses masyarakat terhadap energi. Dengan makin
meningkatnya tekanan terhadap perusahaan listrik, beberapa pemerintah
mulai mengeluarkan ‘pembayaran kapasitas’ kepada produsen bahan bakar
fosil untuk menyediakan pasokan pembangkit listrik ‘beban dasar’ setiap saat
untuk memastikan keamanan pasokan.® Di sini kita melihat model liberalisasi
dan subsidi berjalan dengan baik. Pemerintah mengkompensasi kurangnya
kontrol mereka terhadap sektor energi dengan memberikan subsidi untuk
semua, baik yang ramah lingkungan maupun yang kotor.

Pada saat yang sama, model pasar yang membawa bencana ini terus ditopang
oleh seperangkat kerangka hukum yang memperparah masalah. Contohnya
adalah hukum kekayaan intelektual (KI), yang memberikan hak eksklusif
kepada perusahaan untuk menggunakan, melisensikan, dan mendapatkan
keuntungan dari inovasi-inovasi baru. Para pendukungnya mengklaim bahwa
Kl merangsang investasi dengan melindungi pangsa pasar perusahaan. Namun,
hasilnya adalah sistem yang sangat ekslusif, yang telah membatasi produksi
teknologi energi bersih untuk segelintir perusahaan, sebagian besar di negara-
negara berpenghasilan tinggi.?® Dari 10 produsen turbin angin terbesar
di dunia, setiap perusahaan berlokasi di Eropa, Amerika Serikat, atau
Cina.? Oligopoli global dalam produksi energi terbarukan ini merupakan salah
satu alasan mengapa seluruh benua Afrika hanya menghasilkan 1,5 persen

energi surya dunia, meskipun memiliki kapasitas produksi yang sangat besar.?>
23

Atau pertimbangkan mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor Negara /
Investor State Dispute Settlement (ISDS), yang memungkinkan perusahaan untuk
menuntut pemerintah atas kebijakanyang mempengaruhikeuntungan mereka.
Para investor berargumen bahwa mereka membutuhkan perlindungan melalui
ISDS untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas. Dalam praktiknya,
‘perlindungan’ ini merupakan senjata ampuh bagi industri bahan bakar
fosil, yang berulang kali menggugat pemerintah atas langkah-langkah yang
berusaha membatasi konsumsi bahan bakar fosil. Belanda, misalnya, digugat
dua kali karena rencananya untuk menghentikan produksi tenaga batu bara
pada tahun 2030, dengan tuntutan hukum yang menuntut total 2,4 miliar euro
sebagai kompensasi.?*

Perlindungan investasi juga meluas ke teknologi terbarukan. Sebagai contoh,
banyak tuntutan hukum ISDS yang diajukan terhadap Spanyol oleh apa
yang disebut sebagai investor energi terbarukan, tetapi pada kenyataannya
sebagian besar penggugat adalah entitas keuangan, bukan produsen energi.
Hampir setengah dari mereka juga memiliki investasi dalam bahan bakar fosil



dan energi nuklir, dan banyak dari mereka yang hanya membeli instalasi yang
sudah ada karena keuntungan di atas pasar dan bukannya mengembangkan
produksi energi terbarukan.

Dengan demikian, solusi pro-swasta dan pro-pasar yang kita janjikan ternyata
mengancam kerugian besar bagi manusia dan iklim. Kita membutuhkan
alternatif. Bagi sebagian orang, jawabannya adalah desentralisasi penyediaan
energi melalui promosiinisiatif energi terbarukan skala kecil. Namun, di sinilah
letak mitos lainnya. PV surya atap memiliki potensi untuk memenuhi
sekitar 18 persen kebutuhan listrik Uni Eropa, namun hanya jika setiap
atap rumabh di wilayah yang cocok dengan tenaga surya memiliki sistem
PV yang terpasang. Energi terbarukan yang terdesentralisasi sangat penting
dan harus dimaksimalkan, tetapi tidak bisa berjalan sendiri.

Skema energi komunitas menghadapi tantangan substantif ketika mereka
dipaksa untuk bersaing di pasar yang mencari keuntungan. Bahkan,
pertanyaan serius dapat diajukan tentang kredensial demokratis dari inisiatif
energi terdesentralisasi karena risiko eksklusivitas. Oleh karena itu, fokusnya
seharusnya bukan pada desentralisasi, melainkan pada demokratisasi.
Seperti yang diilustrasikan oleh model tenaga listrik publik terintegrasi
Kosta Rika yang menggabungkan perusahaan negara, kota, dan koperasi,
kita harus meningkatkan akuntabilitas dan secara efektif menghubungkan
inisiatif terdesentralisasi dengan produksi energi berskala lebih besar — dan
sebaliknya — untuk mencapai energi bersih untuk semua.

Pada akhirnya, transisi energi membutuhkan perencanaan dan
koordinasi di berbagai skala. Hal ini membutuhkan pengambilan kembali
energi dari pasar dan kolaborasi antara perusahaan listrik negara, masyarakat,
dan pemerintah di setiap tingkatan. Sektor publik yang direvitalisasi dan
didemokratisasi dapat menjadi pemimpin. Hal ini berarti kepemilikan publik
atas sektor energi dengan akuntabilitas dan partisipasi dari para pekerja sektor
energi dan pengguna energi.?® Ini berarti investasi publik secara langsung dalam
transisi energi, dengan tingkat ambisi dan urgensi yang sebanding dengan
skala krisis yang kita hadapi. Dan ini berarti mengakui peran energi sebagai
kebutuhan sosial dasar melalui pendekatan ‘Barang Publik Global’, yang
memprioritaskan kesetaraan, keadilan, dan akses energi di atas keuntungan
swasta.
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Menurut para pelaku industri energi, transisi energi yang pesat sedang
berlangsung dengan baik. “Prospek transisi rendah karbon terus terlihat
sangat cerah” menurut Bloomberg New Energy Finance, yang melaporkan
bahwa investasi global dalam teknologi energi rendah karbon telah
menembus angka $1 triliun tahun lalu.?’

Narasi yang dominan menyatakan bahwa investor swastalah yang
mendorong perubahan. Berbicara di American Clean Power Association
pada tahun 2021, John Kerry, utusan khusus presiden AS untuk iklim
mengatakan: ‘Saya pribadi percaya bahwa sektor swastalah yang akan
membuat perbedaan terbesar di sini karena tidak ada pemerintah yang
memiliki jumlah uang yang diperlukan untuk mempercepat transisi ini
dalam skala besar'.?®

Menurut pandangan ini, jika pemerintah memiliki peran, maka peran
tersebut adalah ‘membuka investasi swasta’ terhadap inovasi energi
terbarukan.? Dalam sebuah laporan Komisi Eropa: “transisi yang belum
pernah terjadi sebelumnya ini akan membutuhkan triliunan euro dalam

bentuk investasi, yang sebagian besar akan bersumber dari sektor swasta.’
30

Pada kenyataannya, transformasi cepat dari sistem energi yang kita
butuhkan sama sekali belum berjalan.?' Jika pun ada kemajuan, hal ini
sangat tidak merata: kecepatan transisi di belahan dunia Utara masih
terlalu lambat, sementara banyak negara di belahan dunia Selatan
yang tertinggal. Dan ketika transisi energi berjalan, hal ini cenderung
dipimpin oleh lembaga-lembaga publik.3? Sementara itu, ketika dukungan
publik ditarik, investasi swasta menghilang. Sebagian besar dana publik dan
subsidi yang tersedia dibajak untuk memprioritaskan keuntungan pribadi
di atas kepentingan umum.

TIDAKADATRANSISIENERGICEPAT YANG SEDANG BERLANGSUNG
Sistem energi global masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil:

Batu bara, minyak, dan gas masih menyumbang 82 persen dari total
konsumsi energi primer di seluruh dunia.*®* Penggunaan batu bara global
pada akhir tahun 2022 mencapai rekor tertinggi.>

Penggunaan batu bara meningkat dua kali lipat selama 20 tahun terakhir
karena meningkatnya konsumsi batu bara di Cina, India, Vietnam, Indonesia,
Turki, dan tempat lainnya.3> 3¢

Permintaan gas global telah meningkat sekitar dua kali lipat sejak tahun
1990 dan terus meningkat. Jika tren saat ini terus berlanjut, permintaan gas
global diperkirakan akan meningkat sebesar 14 persen di atas tingkat tahun
2019 pada tahun 2030.%”

Konsumsi minyak global meningkat. Sebuah studi IEA tahun 2021
menunjukkan bahwa konsumsi minyak global untuk tahun 2022 akan
menjadi rata-rata 2,1 juta barel per hari lebih tinggi dari tahun 2021. Angka
ini diproyeksikan akan meningkat 2,1 juta barel per hari pada tahun 2023.3#

Investasi energi terbarukan global mencapai rekor tertinggi sebesar $0,5



triliun pada tahun 2022. Namun, angka ini kurang dari sepertiga dari rata-
rata investasi tahunan yang dibutuhkan antara tahun 2023 dan 2030,
jika kita ingin memenuhi target yang telah disepakati secara global untuk
membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri (target
1,5°C).*® Laju pertumbuhan penggunaan energi terbarukan baru
berkurang setengahnya antara tahun 2016-2021.%° Energi terbarukan
saat ini hanya menyumbang 28 persen dari produksi listrik global dan
hanya 11,5 persen dari konsumsi energi global.* 42 Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika emisi CO2 terkait energi global masih terus meningkat,
mencapai rekor baru pada tahun 2022.%* Menurut data terbaru IEA, hanya
tiga dari lima puluh komponen transisi energi yang sepenuhnya berjalan
sesuai rencana.*

Sementara itu, sektor swasta terus menghalangi transisi energi terbarukan.
Sebagai contoh, British Petroleum (BP) baru-baru ini menghabiskan $12 juta
untuk menghancurkan sebuah inisiatif di negara bagian Washington untuk
memperkenalkan biaya polusi yang kecil.*> Dan sebagian besar investasi
energi bersih yang digembar-gemborkan oleh industri energi hanya berupa
greenwash. Jumlah yang diinvestasikan Shell, misalnya, di divisi ‘Solusi
Energi dan Terbarukan’ pada kuartal terakhir tahun 2022 adalah setengah
dari jumlah yang diinvestasikan untuk pemasaran. Pada tahun 2022,
investasi ‘Solusi Energi dan Terbarukan’ berjumlah 7,5 kali lebih
kecil dari angka yang dikembalikan kepada pemegang saham.*

Meskipun tidak ada yang secara realistis mengharapkan perusahaan
seperti Shell dan BP untuk memimpin dalam investasi energi terbarukan,
perusahaan-perusahaan raksasa bahan bakar fosil ini tetap menjadi aktor
dominan dalam sektor energi.

SEKTOR SWASTA MENINGGALKAN DAERAH-DAERAH DI BELAHAN
DUNIA SELATAN

Meskipun investasi energi terbarukan global mungkin meningkat di
beberapa tempat, terdapat defisit investasi energi bersih yang sangat besar
di negara-negara selatan. Menurut Badan Energi Internasional, meskipun
negara berkembang dan ekonomi berkembang merupakan rumah bagi dua
pertiga populasi dunia, hanya seperlima dari investasi energi bersih global
yang ditujukan untuk konteks ini. Sayangnya, situasi ini makin memburuk:
investasi tahunan di seluruh aspek sektor energi di negara berkembang
dan ekonomi berkembang telah menurun sebesar 20 persen sejak tahun
2016.% Investasi energi bersih di negara-negara ini harus meningkat tujuh
kali lipat pada tahun 2035 untuk memenuhi Perjanjian Paris dan tujuan
pembangunan berkelanjutan.®® Hanya 2,1 Gigawatt (GW) pembangkit
listrik tenaga angin dan surya baru yang dipasang di seluruh benua
Afrika pada tahun 2021.%

Situasi di sub-Sahara Afrika sangat akut. Hanya 7,4 GW energi surya dan
5,7 GW energi angin yang dipasang pada akhir tahun 2019, dibandingkan
dengan 258 GW energi angin di Asia dan 195 GW energi angin di Eropa.
Bahkan, ke-48 negara di seluruh Afrika sub-Sahara memiliki kapasitas
terpasang tenaga angin dan surya yang lebih kecil dari Spanyol.



Sementara para pendukung ‘pasar bebas’ berargumen bahwa jawabannya
adalah kerangka kerja kebijakan yang membuka investasi swasta, kasus
Afrika Selatan menunjukkan hal yang sebaliknya. Antara tahun 1994 dan
2000, perusahaan listrik milik negara Afrika Selatan, Eskom, melakukan
investasi besar-besaran di sektor energi, dengan meningkatkan elektrifikasi
lebih dari dua kali lipat dari 31 persen menjadi 66 persen.>*® Namun, pada
tahun 2001, dengan partai Kongres Nasional Afrika yang berkuasa bergerak
menuju agenda neoliberal, pemerintah mengamanatkan bahwa Eskom
‘tidak boleh [diizinkan] untuk berinvestasi pada pembangkit listrik baru di
pasar domestik ... untuk memastikan partisipasi yang berarti dari sektor
swasta di bidang kelistrikan dalam jangka waktu menengah.”" Namun, tidak
ada investasi swasta yang berarti, dan hasilnya adalah pemadaman listrik
selama bertahun-tahun, peningkatan kemiskinan energi dan perluasan
jaringan listrik yang terhenti. Pemerintah akhirnya menarik kembali
keputusannya untuk mencegah Eskom berinvestasi pada kapasitas baru.

PUBLIK MEMIVPIN DALAM PEMBIAYAAN TRANSISI ENERGI

Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Eskom, dalam praktiknya, sektor
publiklah yang memimpin transisi energi, bukan sektor swasta. Sebuah
studi terbaru mengenai investasi perusahaan utilitas antara tahun 2005
dan 2016 menemukan bahwa di bawah lingkungan kebijakan yang sama,
perusahaan utilitas publik mencurahkan proporsi yang lebih tinggi dari
total investasinya untuk energi terbarukan non-listrik tenaga air (seperti
tenaga surya, angin, biomassa, dan panas bumi) dibandingkan dengan
perusahaan utilitas swasta.> Antara tahun 2019-2020, dana publik> dan
rumah tangga menginvestasikan $376 miliar untuk pendanaan iklim,
termasuk untuk energi terbarukan, mitigasi iklim, dan adaptasi perubahan
iklim. Dana publik dan rumah tangga menyumbang 60 persen dari
seluruh pendanaan iklim, melebihi total investasi swasta.>*

Dinamika ini terlihat jelas dalam kaitannya dengan target pendanaan iklim
yang ditetapkan pada Konferensi Perubahan lklim PBB tahun 2009 di
Kopenhagen (COP15), di mana disepakati bahwa pada tahun 2020, negara-
negara kaya akan menggalang dana sebesar 100 miliar dolar AS per tahun
sebagai pendanaan iklim untuk negara-negara Selatan. Target ini belum
tercapai. Dari $80 miliar yang terkumpul pada tahun 2019, $63 miliar
berasal dari sumber publik.>

Di Belgia, antara tahun 2005 dan 2016, perusahaan listrik milik pemerintah
mengalihkan 72 persen dari total investasi pembangkit energi mereka ke
energi terbarukan non PLTA, dibandingkan dengan 51 persen dari dana
swasta Belgia. Di Republik Ceko, pada periode yang sama, meskipun
perusahaan listrik milik pemerintah mengalokasikan 92 persen investasi
pembangkit energi untuk energi terbarukan non-listrik tenaga air, tidak ada
perusahaan swasta yang berinvestasi pada penambahan kapasitas energi
terbarukan di atas 1 Megawatt (MW).>¢

Selainitu, berlawanandenganideologineoliberal —yang menyatakan bahwa
sektor publik ‘menghindari risiko’ dan sektor swasta ‘inovatif' — penelitian
menunjukkan bahwa lembaga-lembaga publik cenderung mendanai



sektor-sektor transisi yang berisiko lebih tinggi. Sebagai contoh, pendanaan
penelitian dan pengembangan sektor swasta cenderung berpegang pada
teknologi yang sudah mapan seperti angin dan surya, sedangkan sektor
publik lebih mengarah pada teknologi yang masih jauh dari komersialisasi
seperti energi pasang surut dan gelombang/ombak.>’

Sebuah studi dari Badan Energi Terbarukan Internasional / International
Renewable Energy Agency (IRENA) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa
keterlibatan negara dalam sektor kelistrikan di negara-negara Selatan saat
ini makin meningkat. IRENA menulis: “Faktor pendorong yang di masa lalu
menyebabkan dominasi sistem yang diatur — seperti kebutuhan perluasan
jaringan listrik yang intens dan konteks rekonstruksi pasca-Perang Dunia Il
— mendapatkan daya tarik saat ini seiring dengan berlangsungnya transisi
dan tantangan sosial-ekonomi yang tinggi dalam agenda.”®

Memang, beberapa contoh transisi energi yang paling mengesankan
yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perusahaan listrik milik
negara memimpin. Di Uruguay, misalnya, sebuah perusahaan utilitas milik
negara bernama UTE telah menjadi aktor utama yang mendorong salah
satu transisi energi paling maju di dunia, di mana negara ini menggunakan
98 persen energi terbarukan. UTE dianugerahi peringkat investasi tertinggi
AAA oleh lembaga kredit internasional. Selain itu, UTE merupakan salah
satu sumber pendanaan utama bagi negara Uruguay, dengan proporsi
yang signifikan dari pendapatannya dialihkan untuk mendanai layanan
publik lainnya.>®

DANA PUBLIK MELAYANI KEUNTUNGAN SEKTOR SWASTA
Pendanaan transisi energi publik sering kali disalurkan menjadi keuntungan
menjanjikan bagi perusahaan energi besar, pengusaha kaya, dan bisnis
yang memproduksi dan menjual energi terbarukan.®®

Sebagai contoh, Feed-in-Tariff (FiT) adalah perjanjian pembelian yang
didanai oleh publik untuk listrik terbarukan dengan harga di atas harga
pasar. Setelah Jerman mulai menggunakan FiT pada tahun 2000, FiT segera
diadopsi oleh banyak negara lain di seluruh dunia, dengan tujuan untuk
membuat energi terbarukan menjadi menarik bagi investor swasta, dari
perusahaan besar hingga rumah tangga. Hasil awalnya adalah pertumbuhan
yang cepat dalam produksi energi terbarukan.

Namun, untuk membayar harga di atas harga pasar ini, Jerman
membebankan biaya tambahan kepada konsumen pada tagihan energi.
Padatahun 2016, Jerman menghabiskan €25 miliar untuk energi terbarukan,
€23 miliar di antaranya berasal langsung dari biaya yang dibebankan
kepada konsumen.' Diperkirakan bahwa biaya tambahan FiT di Jerman
mencapai hampir 25 persen dari tagihan listrik pada tahun 2014. Meskipun
sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh investor, perusahaan
energi terbarukan swasta, dan rumah tangga yang lebih kaya, beban
biaya ini paling besar dirasakan oleh rumah tangga miskin.?

TANPA SUBSIDI PUBLIK, INVESTASI SWASTA LENYAP



Pada akhirnya, biaya FiT tumbuh tak terkendali dan pemerintah seperti
Jerman dan Cina menggantinya dengan lelang kompetitif di mana
perusahaan-perusahaan energi bersaing untuk menyediakan energi
termurah.®® Hasil dari perubahan ini sangat dramatis: antara tahun 2017 dan
2018, investasi dalam energi bersih di Cina berkurang 38 persen (dengan
tenaga surya turun 53 persen); di Jerman, investasi energi terbarukan turun
46 persen pada tahun 2015.% Lelang ini menguntungkan produsen energi
terbesar dan paling banyak memiliki sumber daya, sementara membuat
pendapatan produsen energi yang lebih kecil dan terdesentralisasi runtuh:
estimasi menunjukkan bahwa instalasi energi terbarukan non-hidro
akan menjadi sepertiga lebih sedikit dalam dekade ini dibandingkan
dengan tahun 2010—-2019.%°

Penurunan instalasi baru yang sangat besar ini menunjukkan betapa
tergantungnya investasi sektor swasta pada dana publik. Dalam model ini,
di mana publik memberikan subsidi kepada pemegang saham, profitabilitas
terus menjadi prioritas daripada transisi yang cepat dan adil. Di Amerika
Serikat, misalnya, Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022 Presiden
Biden memberikan subsidi publik yang sangat besar sebesar $369
miliar kepada investor swasta dalam teknologi rendah karbon untuk
membuat proyek-proyek transisi energi yang menguntungkan yang jika
tidak, proyek-proyek tersebut tidak akan berjalan.¢®

Kasus yang disebut sebagai inisiatif ‘pembiayaan campuran’ menimbulkan
pertanyaan lebih lanjut tentang peran sektor publik dalam menopang
sektor swasta. Pembiayaan campuran adalah pendekatan yang didukung
oleh Bank Dunia yang berupaya menggunakan pendanaan publik untuk
memobilisasi investasi sektor swasta guna membantu kemajuan menuju
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Pembiayaan campuran
dipromosikan secara besar-besaran sebagai ‘katalisator’ investasi energi
di negara-negara berpenghasilan rendah.” Namun, lembaga pemikir yang
berbasis di London, Overseas Development Institute (ODI), memperkirakan
bahwa satu dolar investasi publik hanya dapat memobilisasi 0,37 dolar
pembiayaan swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, dan sedikit
lebih banyak di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah
dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, masing-masing
sebesar 1,06 dolar dan 0,65 dolar.® Kesimpulan utama ODI adalah
bahwa ‘sektor publik menanggung sebagian besar biaya, dan sering kali
pembiayaan campuran tidak mengurangi risiko, melainkan hanya
memindahkannya dari sektor swasta ke sektor publik.”®

PROFIT INDUSTRI BAHAN BAKAR FOSIL MASIH MELAMBUNG
TINGGI

Seperti yang telah disebutkan di atas, sumber energi terbarukan meningkat
jauh lebih lambat daripada yang diperlukan untuk mencegah bencana
iklim lebih lanjut. Hal ini merupakan konsekuensi dari paradigma kebijakan
di mana transisi energi terbarukan didasarkan pada keharusan untuk
mendapatkan keuntungan pribadi daripada perencanaan publik untuk
kepentingan bersama.”



Bahkan ketika Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim /
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperingatkan bahwa
waktu untuk bertindak guna mencegah dampak perubahan iklim yang paling
buruk makin menipis, investasi pada bahan bakar fosil terus lebih besar
daripada energi terbarukan.”” Pandemi COVID-19 tidak memperlambat
keuntungan bahan bakar fosil — industri bahan bakar fosil mengambil
miliaran dana bantuan pandemi AS sambil memberhentikan puluhan ribu
pekerja.”? Perang di Ukraina juga tidak mengubah tren ini — perusahaan
bahan bakar fosil telah mencetak rekor keuntungan sejak awal perang
— lebih dari €3 miliar di Uni Eropa saja — dengan menaikkan harga dan
meningkatkan produksi minyak.”

Secara keseluruhan, industri bahan bakar fosil telah bekerja dengan sangat
baik dalam beberapatahun terakhir, dengan 25 perusahaan minyak terbesar
menghasilkan keuntungan $205 miliar sepanjang tahun 2021 saja.”* IEA
memproyeksikan bahwa meskipun terjadi krisis energi global pada tahun,
ada akhir tahun tersebut, pendapatan bersih global untuk produsen
minyak dan gas akan meningkat dua kali lipat dari angka tahun 2019,
mencapai $ 4 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya.’> Di sini,
sekali lagi, kita melihat keuntungan swasta diprioritaskan di atas transisi
energi terbarukan yang cepat dan adil.

KITA MEMBUTUHKAN KEPEMILIKAN PUBLIK DAN INVESTASI
PUBLIK

Sektor swasta tidak memimpin transisi energi yang cepat dan global.
Peningkatan energi terbarukan yang telah terjadi sebagian besar terjadi
melalui kebijakan publik dan dana publik yang dimanfaatkan oleh sektor
swasta. Membiarkan transisi energi terbarukan di tangan sektor swasta
membuat kita rentan terhadap keinginan pasar energi yang makin
tidak stabil dan mengejar keuntungan di atas segalanya. Sebaliknya,
kita membutuhkan kepemilikan publik atas sektor energi dengan
akuntabilitas demokratis dan partisipasi dari para pekerja sektor
energi dan pengguna energi.’”® Dan kita membutuhkan investasi publik
secara langsung dalam transisi energi, dengan tingkat ambisi dan urgensi
yang sebanding dengan skala krisis yang kita hadapi.



RINGKASAN

Sektor swasta TIDAK mendorong transisi energi terbarukan yang
cepat.

Transisi energi cepat yang kita butuhkan tidak sedang berlangsung.
Investasi energi terbarukan global mencapai rekor tertinggi sebesar
$0,5 triliun pada tahun 2022. Namun, angka ini kurang dari sepertiga
rata-rata investasi tahunan yang dibutuhkan antara tahun 2023 dan
2030, jika kita ingin mencapai target iklim 1,5°C yang telah disepakati
bersama.

Pendanaan publik dan bukan investasi swasta telah menjadi pendorong
utama transisi sejauh ini: 60% dari total pendanaan iklim secara

global berasal dari dana publik (termasuk rumah tangga) pada tahun
2019/2020.7

Investasi swasta dalam energi terbarukan bergantung pada dana
publik.”® Ketika subsidi publik dicabut, investasi swasta akan
menghilang: perubahan bentuk dan pengurangan subsidi mengurangi
instalasi energi terbarukan hingga hampir setengahnya di Jerman dan
Cina.”®

Sementara sektor swasta gagal mewujudkan investasi energi
terbarukan, industri bahan bakar fosil terus meraup untung besar,
sering kali dengan bantuan subsidi publik yang besar. Dua puluh lima
perusahaan minyak terbesar menghasilkan keuntungan sebesar $205
miliar sepanjang tahun 2021 saja.®°
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MITOS

REALITA

Kebijaksanaan ekonomi konvensional menyatakan bahwa ketika pembeli
dan penjual secara bebas bersaing satu sama lain, penawaran dan
permintaan akan menyeimbangkan diri dengan cara yang paling efisien.
Bagi para politisi, komentator, dan lembaga pemikir yang pro-pasar, logika
ini berlaku dengan mulus di sektor energi.

Sejak tahun 1980-an dan seterusnya, pasar yang diliberalisasi telah
dibentuk dan ditegakkan di dalam sektor energi di seluruh dunia, dengan
janji peningkatan efisiensi dan penurunan biaya. Para pendukung
paradigma neoliberal ini dengan lantang menentang kepemilikan dan
perencanaan publik. Mereka berargumen bahwa ‘tangan tak terlihat’
dari pasar merupakan koreksi yang diperlukan terhadap ‘birokrasi’ dan
‘paksaan’ negara, dan sebagai gantinya memberikan kompetisi, pilihan dan
desentralisasi kekuasaan.

Dalam menghadapi perubahan iklim dan kebutuhan mendesak untuk
mendekarbonisasi sistem energi, para pendukung pro-pasar berpendapat
bahwa segera setelah lebih banyak orang mulai membeli listrik terbarukan
daripada listrik berbasis bahan bakar fosil, perusahaan-perusahaan energi
akan beralih ke energi terbarukan untuk memenuhi permintaan ini dan
transisi ini akan makin cepat.

Narasi yang berpengaruh ini menempatkan tanggung jawab pada
konsumen sementara dengan mudahnya mengabaikan kepentingan
pribadi perusahaan energi besar yang diuntungkan dari logika pasar bebas
ini. Faktanya, pertumbuhan energi terbarukan telah terjadi terlepas dari
liberalisasi, bukan karena liberalisasi.®'

Meskipun banyak yang menganggap peningkatan pesat energi
terbarukan di Eropa sebagai kisah sukses pasar energi bebas yang
diliberalisasi, ini sebenarnya adalah kisah tentang keuangan publik
yang menjamin keuntungan swasta, kenaikan biaya bagi konsumen, dan
subsidi publik tambahan untuk mempertahankan kapasitas produksi energi
fosil. Badan Energi Terbarukan Internasional / International Renewable
Energy Agency (IRENA), sebuah lembaga yang cenderung menyelaraskan
diri dengan pemikiran pasar yang dominan, baru-baru ini memberikan
pandangan kritis tentang dampak liberalisasi terhadap transisi energi
terbarukan. Menurut IRENA, liberalisasi berarti ‘kecenderungan yang lebih
tinggi dan ruang untuk mengeksternalisasi dampak sosial dan lingkungan’ di
samping ‘ketidakpastian ekonomi yang terkait dengan pemulihan investasi
yang memperlambat laju transformasi'.®?

Tidak pernah ada pasar bebas untuk energi terbarukan. Sebaliknya, sektor
energi terbarukan telah ditopang oleh subsidi publik. Subsidi ini hidup
berdampingan dengan kebijakan liberalisasi, yang telah memusatkan
kekuasaan di tangan beberapa perusahaan oligopoli. Perusahaan-
perusahaan ini sekarang menghadapi krisis eksistensial di tangan ‘lingkaran
kematian utilitas’ yang membawa bencana bagi transisi energi terbarukan.

Sementara itu, lelang energi terbarukan yang kompetitif telah



menghambat investasi swasta dalam energi terbarukan, sementara
liberalisasi telah menyebabkan harga energi yang tidak stabil.®®> Dan
skema ‘harga karbon’, yang merupakan inti dari paradigma energi pro-
pasar, telah gagal secara spektakuler.8

PASAR BEBAS MEMILIKI KEKUATAN YANG TERPUSAT

Para pendukung mitos pasar bebas berargumen bahwa begitu pasar energi
diliberalisasi dan perusahaan energi publik diprivatisasi,®> investor baru
akan masuk ke pasar, yang akan meningkatkan persaingan dan pilihan.

Sistem energi Eropa menjadi contoh nyata betapa tidak akuratnya cerita
ini. Pada tahun 1998 dan 2000, Uni Eropa mengeluarkan peraturan
yang mengamanatkan liberalisasi pasar listrik dan gas.t® Sejak saat itu,
serangkaian merger dan akuisisi telah mengkonsolidasikan kekuasaan ke
tangan lima perusahaan energi yang sangat besar. Sementara itu, produsen
dan pemasok yang lebih kecil dirugikan karena model lelang yang kompetitif
(dijelaskan di bawah ini) membutuhkan sumber daya dan keahlian yang
tidak dimiliki oleh para pemain yang lebih kecil.®’

PASAR BEBAS TELAH MEMPERBURUK KEMISKINAN ENERGiI
Sepertiga populasi dunia saat ini tidak memiliki akses ke listrik yang dapat
diandalkan. Pada tahun 2021, diperkirakan 860 juta orang di seluruh
dunia bagian Selatan tidak memiliki akses listrik, dengan tambahan
1,17 miliar lainnya hanya memiliki akses listrik yang terputus-putus.t
Diperkirakan 2,6 miliar orang di Selatan menghangatkan rumah mereka
dengan menggunakan tungku tradisional yang berbahan bakar arang, batu
bara, limbah tanaman, kotoran, minyak tanah, dan kayu.® Memang, seperti
yang dicatat oleh IEA: ‘Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade,
jumlah orang yang tidak memiliki akses listrik akan meningkat pada tahun
2022.%°

Masalah ini sangat terasa di sub-Sahara Afrika: 70 persen populasi dunia
yang tidak memiliki akses listrik dapat ditemukan di wilayah ini; lebih dari
separuh penduduknya tidak memiliki akses listrik berdasarkan data tahun
2017.%" Situasi ini tampaknya makin memburuk: menurut organisasi akses
energi internasional yang bermitra dengan PBB, Sustainable Energy for All,
‘Tanpa kebijakan dan investasi yang lebih progresif ... banyak negara Afrika
akan mengalami peningkatan populasi yang tidak memiliki akses listrik
pada tahun 2030.2 Bahkan, ‘Skenario Kebijakan Negara’ dari IEA
memperkirakan bahwa tanpa langkah-langkah yang memadai, 660
juta orang masih akan kekurangan akses pada tahun 2030.*

Para pendukung mitos pasar bebas berpendapat bahwa masalahnya adalah
kurangnya liberalisasi. Sejak tahun 1990-an, lembaga-lembaga global
seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional / International Monetary
Fund (IMF) telah berusaha untuk menerapkan kebijakan pasar bebas di
negara-negara di seluruh dunia Selatan, dengan janji akan mengurangi
kemiskinan energi dalam prosesnya. Namun, janji ini belum terwujud.
Di Filipina, misalnya, pada tahun 2001, undang-undang diperkenalkan
untuk melakukan deregulasi pembangkit listrik, membangun pasar grosir



dan membuka jaringan listrik untuk perusahaan swasta. Hasilnya adalah
meroketnya harga, yang meningkat sebesar 55 persen antara tahun 2003
dan 2010.

Situasi di Eropa tidak jauh berbeda. Bahkan, kemiskinan energi meningkat
dua kali lipat selama periode 10 tahun di seluruh Eropa selama periode
liberalisasi energi.>* Sebelum krisis energi, satu dari 10 orang Eropa tidak
dapat menghangatkan rumah mereka secara memadai di musim dingin,
satu dari lima orang tidak dapat mendinginkan rumah mereka secara
memadai di musim panas, dan hingga 100.000 orang meninggal setiap
tahun karena rumah yang dingin. Kenaikan harga yang sangat besar yang
dimulai sebelum invasi Rusia ke Ukraina kini memperburuk situasi ini.*

Patut dicatat bahwa di seluruh Eropa, penyimpangan dari logika
pasar bebas diperlukan untuk mengendalikan harga energi di
tengah-tengah krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina.
Pemerintah yang pro-pasar telah dipaksa untuk memperkenalkan batasan
harga untuk memperbaiki kemiskinan energi yang meningkat dengan
cepat.®® Sebuah batasan harga masih dapat berarti mentransfer uang
publik ke perusahaan-perusahaan energi. Di Belanda, pembatasan harga
membebani para pembayar pajak miliaran euro untuk memberikan subsidi
kepada perusahaan-perusahaan energi yang membuat harga-harga tetap
rendah secara artifisial dan keuntungan tetap tinggi.*’

PASAR BEBAS MELEMAHKAN INVESTASI ENERGI TERBARUKAN
Pada kenyataannya, tidak pernah ada pasar bebas dalam penyediaan energi
terbarukan dan kemungkinan besar tidak akan ada. Seperti yang telah
dibahas di Mitos #1, pemerintah harus turun tangan untuk memfasilitasi
transisi energi melalui subsidi seperti Feed-in-Tariff (FiT). Tanpa subsidi
ini, energi terbarukan tidak cukup menguntungkan bagi investor untuk
bertindak.

Investasi pada kapasitas pembangkit baru hanya menguntungkan
jika biaya satuan listrik di pasar grosir melebihi biaya yang
diinvestasikan untuk menghasilkan listrik ini. Secara historis,
tingginya biaya pembangkit energi terbarukan telah melampaui harga
listrik grosir, membuat investasi energi terbarukan tidak menguntungkan.
Sekarang, ketika biaya pembangkit energi terbarukan turun, harga listrik
grosir turun, membatalkan biaya investasi yang menurun dan, sekali lagi,
merusak peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian,
tanpa subsidi publik, investor akan menghindari energi terbarukan.*®
Dinamika ini diilustrasikan dalam pergeseran dari subsidi Feed-in-Tariff ke
lelang kompetitif yang dibahas di Mitos #1.%

Lelang telah menurunkan harga energi terbarukan karena produsen energi
menurunkan harga mereka untuk bersaing mendapatkan kontrak.'® Hal ini
memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, produsen energi yang memiliki
sumber daya yang baik dan besar memenangkan kontrak berdasarkan
harga energiyang sangat rendah, mengalahkan produsen energiterbarukan
berbasis komunitas yang lebih kecil yang tidak memiliki sarana untuk



berpartisipasi, apalagi menawarkan harga yang tidak realistis.’®" Bahkan,
harga yang ditetapkan sangat rendah sehingga produsen besar terkadang
tidak dapat menindaklanjuti pengembangan proyek karena keuntungan
yang tidak memadai.®?

Kedua, karena lelang ini menurunkan harga energi dan, pada gilirannya,
marginkeuntungan,investor swastakehilanganminat. Halinimengakibatkan
penurunan dramatis dalam investasi swasta dalam proyek-proyek energi
terbarukan.’® Investasi Uni Eropa dalam energi terbarukan menurun
drastis ketika FiT digantikan dengan lelang: di seluruh Uni Eropa,
investasi turun dari $132 miliar di tahun 2011 menjadi $59 miliar di
tahun 2015. Instalasi kapasitas tenaga surya tahunan turun dari 22 GW per
tahun menjadi lebih dari 8 GW.1%4

Terakhir, penurunan harga listrik akibat lelang yang kompetitif telah menjadi
salah satu dari beberapa faktor yang berkontribusi terhadap krisis model
bisnis utilitas yang sudah ada dan apa yang disebut sebagai ‘lingkaran
kematian utilitas’. Pada tahun 2018, pendapatan tiga perusahaan utilitas
terbesar di Eropa (EDF, E.ON, dan RWE) masing-masing turun sebesar 65
persen, 22 persen, dan 85 persen.’® Di samping turunnya harga energi
terbarukan, isu-isu yang muncul di sini mencakup penurunan pangsa pasar
karena masuknya pelaku baru di pasar energi, di samping meningkatnya
biaya untuk mengintegrasikan pembangkit energi terbarukan ‘variabel’
karena peningkatan jaringan dan investasi yang diperlukan (lihat Mitos #
3).106

Sebab perusahaan listrik yang ada saat ini sedang berjuang, beberapa
pemerintah mulai mengeluarkan ‘pembayaran kapasitas' kepada produsen
bahan bakar fosil untuk menyediakan pasokan cadangan untuk pembangkit
listrik ‘beban dasar’, untuk memastikan keamanan pasokan.'” Di sinilah kita
melihat model ‘liberalisasi dan subsidi’ berjalan dengan baik. Pemerintah
mengkompensasi kurangnya kontrol mereka atas sektor energi
dengan memberikan subsidi untuk semua.

Lingkaran kematian utilitas yang kita saksikan ini mencerminkan dinamika
serupa yang terjadi ketika pasar liberalisasi pertama kali diperkenalkan
di sektor energi. Salah satu konsekuensi umum dari liberalisasi energi
di awal adalah turunnya investasi. Perusahaan-perusahaan listrik milik
negara — di mana mereka tidak diprivatisasi — kehilangan pangsa pasar
dan pendapatan yang terkait, yang berarti bahwa kapasitas mereka untuk
berinvestasi di sektor ini berkurang. Secara bersamaan, investasi swasta di
sektor ini yang dijanjikan sering kali gagal terwujud.

Dalam kasus Filipina yang disebutkan di atas, misalnya, hanya 2,22
GW kapasitas pembangkit yang ditambahkan dalam 12 tahun pertama
reformasi sektor listrik, dan sebagian besar dilakukan sebelum reformasi
diberlakukan. Sebuah laporan pemerintah tahun 2014 mencatat:
‘Pemerintah mungkin perlu melibatkan diri sekali lagi dalam pembangkitan
tenaga listrik untuk menghindari kekurangan tenaga listrik di masa depan
dan mempertahankan momentum yang saat ini dinikmati sebagai sebuah



ekonomi yang menarik bagi investasi."%

Pengalaman serupa terjadi di India, di mana reformasi liberalisasi telah
membuat perusahaan-perusahaan swasta mengambil bagian yang makin
besar dalam pembangkitan energi sejak pergantian abad. Di India, sektor
energi menghadapi hutang yang menggunung. Hal ini disebabkan karena
masyarakat miskintidak mampu membelienergidanoleh karenaitu, mereka
terpaksa ‘mencuri’ energi melalui sambungan listrik yang tidak teratur.
Dalam konteks ini, negara telah turun tangan untuk menjamin keuntungan
dari perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta, dan perusahaan-
perusahaan transmisi dan distribusi yang dimiliki oleh pemerintah dibiarkan
menanggung hutang.'® Akibatnya, program elektrifikasi pedesaan di India
telah dikurangi secara substansial karena kurangnya dana.’'® Dan investasi
swasta di sektor ini sangat jarang karena lingkungan pasar yang berisiko.

Pengalaman di India menunjukkan tren yang lebih luas. Reformasi
liberalisasi energi yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga global seperti
Bank Dunia dan IMF telah menempatkan keharusan ‘pemulihan biaya
penuh’ sebagai intinya. Pemulihan biaya penuh membuat perusahaan-
perusahaan utilitas tunduk pada logika pasar, mewajibkan perusahaan-
perusahaan utilitas untuk memastikan bahwa seluruh biaya penyediaan
layanan dapat dikembalikan kepada konsumen. Masalahnya adalah,
seperti kasus di India, konsumen miskin seringkali tidak mampu membayar
listrik. Dari waktu ke waktu, kebijakan pemulihan biaya penuh telah
menghalangi program-program elektrifikasi yang dirancang untuk
meningkatkan akses energi.

Singkatnya, logika pasar seperti pemulihan biaya penuh mencegah
perusahaan listrik memprioritaskan tujuan sosial dan lingkungan di atas
keuntungan finansial. Akibatnya, di seluruh dunia bagian Selatan, pasarisasi
utilitas mengalami ketegangan dengan investasi infrastruktur yang sangat
dibutuhkan yang sangat penting untuk mendekarbonisasi jaringan listrik.'"

PASAR BEBAS MEMBUAT HARGA ENERGI LEBIH TIDAK STABIL
Spiral kematian utilitas menunjukkan volatilitas harga energi di bawah
model liberalisasi. Memang, harga yang lebih tinggi dan lebih tidak stabil
merupakan ciri khas dari paradigma pasar bebas.

Sebelum liberalisasi, harga gas diindeks ke harga minyak, yang berarti
bahwa harga gas ditetapkan berdasarkan harga rata-rata minyak pada
bulan-bulan sebelumnya.'? Namun, produsen sekarang bebas mengambil
keuntungan dari perubahan harga energi. Perusahaan-perusahaan gas
dapat merespons secara langsung faktor-faktor eksternal seperti perang
di Ukraina dengan menaikkan harga mereka dan mengambil keuntungan
dari peningkatan permintaan. Liberalisasi harga gas berarti bahwa
negara-negara Uni Eropa telah membayar sekitar $30 miliar lebih
banyak untuk gas alam pada tahun 2021 daripada yang akan mereka
bayarkan jika mereka mempertahankan indeksasi harga minyak.?

Akhirnya, sebagai konsekuensi dari lelang yang kompetitif dan turunnya



biaya produksi, harga energiterbarukan dapatjatuh sangatrendah sehingga
produsen benar-benar berhenti memproduksi dan menjual instalasi
energi terbarukan karena ketidakmampuan mereka untuk menutupi biaya
produksi.”* Sebagai contoh, harga global untuk instalasi baru turun
sangat tajam sehingga pemasok turbin angin di Cina menurun dari
63 pada tahun 2013 menjadi 33 pada tahun 2019, sebagian besar
disebabkan oleh kebangkrutan dan merger.""?

PERDAGANGAN KARBON TELAH GAGAL

Skema perdagangan karbon membuat pemerintah membatasi total
emisi pada tingkat tertentu dan kemudian mengalokasikan kuota emisi
kepada perusahaan sesuai dengan batas total tersebut. Perusahaan yang
mengeluarkan emisi kurang dari kuota mereka dapat menjual kelebihan
‘kredit karbon' mereka melalui pasar terbuka kepada perusahaan yang
ingin mengeluarkan emisi lebih dari kuota yang diizinkan. Dengan demikian,
secara teori, pasar membantu mengalokasikan emisi sesuai dengan batasan
yang ditentukan oleh pemerintah.

Para pendukung pro-pasar telah lama berargumen bahwa ketika karbon
dihargai dengan tepat, pasar akan menghasilkan dekarbonisasi yang
cepat. Namun, Sistem Perdagangan Emisi (ETS) unggulan Uni Eropa telah
dikepung oleh masalah-masalah, termasuk penetapan harga yang lemah
dan keuntungan yang tidak wajar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat
bahwa izin dialokasikan berdasarkan tolok ukur yang dirancang oleh
perusahaan-perusahaan yang seharusnya mereka atur.

Delapan belas tahun telah berlalu sejak peluncuran ETS Uni Eropa pada
tahun 2005, namun 84 persen emisi global masih belum dihargai dan
porsi emisi yang dihargai cukup tinggi agar efektif masih di bawah
1 persen.

KITA PERLU MEREBUT KEMBALI ENERGI DARI PASAR

Pendekatan pasar bebas pada sektor energi telah mengantarkan pada
formasi kekuatan monopoli yang baru, memperburuk kemiskinan energi,
membuat harga makin tidak stabil dan menyebabkan stagnasi investasi.
Energi adalah kebutuhan dasar dan harus disediakan sebagai barang
publik dan bukan komoditas. Memperlakukan energi dengan cara demikian
berarti merebut kembali energi dari pasar dan menghilangkan logika pasar
dari utilitas publik, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk
memprioritaskan nilai-nilai sosial dan lingkungan di atas keuntungan.



RINGKASAN

Pasar bebas BUKAN jalan terbaik menuju sistem energi rendah
karbon.

Alih-alih meningkatkan persaingan dan pilihan, pasar yang
diliberalisasi justru memusatkan kekuasaan di tangan perusahaan-
perusahaan raksasa. Di Eropa, lima perusahaan mempertahankan
cengkeraman oligopoli atas sistem energi.

Liberalisasi telah menyebabkan kemiskinan energi meningkat secara
signifikan: kemiskinan energi meningkat dua kali lipat dalam kurun
waktu 10 tahun di seluruh Eropa selama periode liberalisasi energi.

Pasar yang diliberalisasi sering kali melemahkan investasi sektor
energi. Di India dan Filipina, investasi energi mengalami stagnasi
setelah liberalisasi. Dalam konteks di mana lelang kompetitif

telah digunakan untuk memfasilitasi transisi energi, harga energi
terbarukan telah menurun, membuat perusahaan listrik berjuang
untuk bertahan hidup dan tidak memiliki kapasitas untuk berinvestasi.

Pada saat yang sama, pasar bebas telah memungkinkan beberapa
perusahaan energi untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan
volatilitas harga: liberalisasi harga gas mengakibatkan negara-negara
Uni Eropa membayar sekitar $30 miliar lebih banyak untuk gas alam
pada tahun 2021 daripada yang akan mereka dapatkan jika mereka
mempertahankan indeksasi harga minyak.

Skema perdagangan karbon telah terbukti membawa bencana.
Meskipun 18 tahun telah berlalu sejak peluncuran ETS Uni Eropa pada
tahun 2005, 84% persen emisi global tetap tidak dihargai dan bagian
emisi yang dihargai cukup tinggi agar efektif tetap berada di bawah 1%.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada pasar bebas untuk energi
terbarukan dan kemungkinan besar tidak akan ada: sektor energi
terbarukan ditopang oleh subsidi publik.
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MITOS

REALITA

Sering diasumsikan bahwa faktor kunci yang menentukan bentuk dan
kecepatan transisi energi adalah harga energi terbarukan. Banyak yang
berpendapat bahwa seiring dengan kemajuan teknologi dan energi
terbarukan menjadi lebih terjangkau, pada akhirnya kita akan mencapai
‘titik kritis’ di mana energi terbarukan menjadi lebih murah daripada bahan
bakar fosil. Setelah titik kritis ini tercapai, dikatakan bahwa transisi energi
terbarukan pasti akan meningkat, sehingga tujuan iklim dapat tercapai.
Menurut narasi ini, peran pemerintah adalah mensubsidi teknologi
terbarukan dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan baru
sampai titik kritis ini tercapai.

Para pendukung posisi ini dengan cepat menunjukkan data yang
menunjukkan bahwa titik kritis paritas harga sudah hampir tiba. Laporan
terbarudari Badan Energi Terbarukan Internasional/ International Renewable
Energy Agency (IRENA) menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari energi
terbarukan yang ditambahkan di negara-negara G20 pada tahun 2021 lebih
murah dibandingkan dengan opsi tenaga batu bara yang paling murah.
Menurut laporan ini, pada tahun 2021, biaya angin darat turun sebesar 15
persen, angin lepas pantai turun sebesar 13 persen, dan tenaga surya turun
sebesar 13 persen dibandingkan dengan harga tahun 2020.'"®

Jika kita mengambil angka-angka ini pada nilai nominalnya — dan jika kita
menerima asumsi bahwa harga adalah faktor penentu dalam kemajuan
menuju nol karbon —, maka tampaknya ada banyak alasan untuk optimis.

Data mengenai penurunan biaya energi terbarukan harus diperlakukan
dengan hati-hati. Di Uni Eropa, penurunan biaya energi terbarukan tidak
serta-merta berarti harga listrik grosir yang lebih murah, yang masih
ditentukan oleh bahan bakar fosil. Selain itu, integrasi lebih banyak
energi terbarukan ke dalam sistem energi akan membutuhkan
investasi infrastruktur yang mahal yang biasanya tidak termasuk
dalam perkiraan biaya, yang berarti bahwa biaya transisi jauh lebih tinggi
daripada yang ditunjukkan oleh data harga energi terbarukan.

Selain itu, hubungan antara harga energi dan transisi energi jauh lebih
rumit daripada yang disarankan oleh mitos: penurunan harga tidak serta
merta memajukan dekarbonisasi. Bukti menunjukkan bahwa harga dapat
dikalahkan oleh faktor-faktor lain, khususnya maksimalisasi keuntungan.
Fokus yang berlebihan pada harga mengaburkan pentingnya menurunkan
permintaan dan meningkatkan efisiensi dalam upaya dekarbonisasi. Dan
fokus pada biaya cenderung mengabaikan eksploitasi tenaga kerja yang
mengerikan yang biasa terjadi saat menambang apa yang disebut ‘mineral
transisi’ dan saat memproduksi teknologi terbarukan.

JATUHNYA HARGA ENERGI TERBARUKAN MENUTUPI BIAYA YANG
TERSEMBUNYI

Data penurunan biaya pembangkit listrik terbarukan mengaburkan biaya
tambahan. Pertama, dalam konteks Uni Eropa, harga yang dibayarkan
untuk listrik di pasar grosir bukanlah cerminan langsung dari biaya
pembangkitan. Harga di pasar grosir Eropa — di mana listrik dibeli dan



dijual oleh pembangkit dan pemasok — ditentukan oleh sistem yang disebut
‘harga marjinal'. Di bawah sistem ini, semua pembangkit menerima harga
yang sama untuk listrik yang mereka jual pada waktu tertentu. Dan harga
ini ditentukan oleh sumber pembangkit yang paling mahal. Oleh karena itu,
penurunan biaya energi terbarukan tidak berdampak langsung pada
harga grosir, yang terus ditentukan oleh biaya bahan bakar fosil.""”

Selain itu, ada biaya-biaya yang unik untuk sektor listrik yang ditenagai
oleh energi terbarukan yang tidak diperhitungkan oleh data harga energi
terbarukan.'® Tidak seperti pembangkit listrik tenaga fosil dan nuklir yang
dapat dikontrol dan dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan pergeseran
permintaan, angin dan matahari adalah sumber daya energi ‘variabel'. Ini
berarti, kapasitas kita untuk menghasilkan listrik dari angin dan matahari
bergantung pada sejumlah variabel seperti cuaca, iklim, musim, dan waktu.
Hal ini membawa sejumlah tantangan ekstra dalam memastikan bahwa
pasokan energi mampu memenuhi permintaan. Apa yang terjadi, misalnya,
pada saat permintaan konsumen melonjak tetapi angin tidak bertiup dan
matahari tidak bersinar?

Salah satu solusi parsial untuk masalah teknis ini adalah meningkatkan
investasi dalam kapasitas penyimpanan. Namun, investasi penyimpanan
tidak tumbuh eiring dengan peningkatan produksi energi terbarukan.™®

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang sudah ada akan menghadapi
beban keuangan yang lebih besar untuk beradaptasi, memperbarui
dan memperluas jaringan listrik agar dapat menyerap dan mengangkut
energi terbarukan yang makin meningkat. International Energy Agency (IEA)
memperkirakan bahwa ketika tenaga surya dan angin menyediakan hingga
25 persen dari total produksi energi, biaya tambahan dari variabilitasnya
akan meningkatkan biaya unit kapasitas terpasang tenaga surya dan angin
sebesar 10-15 persen.'?® Ketika energi terbarukan meningkatkan pangsa
mereka dari total produksi melebihi 25 persen, biaya tambahan ini hanya
akan meningkat.

Pihak lain memperkirakan biaya sistem energi terbarukan akan lebih tinggi
lagi. Menurut penelitian yang menghitung biaya sistem yang lebih luas untuk
menjaga keandalan energi terbarukan di Texas, Amerika Serikat, mulai dari
mengintegrasikan pembangkit listrik cadangan hingga membangun fasilitas
penyimpanan, harga angin dan surya per MWh meningkat tujuh hingga
sebelas kali lipat.™’

Ini berarti bahwa data penurunan harga energi terbarukan dalam beberapa
hal menipu. Mengejar titik keseimbangan harga, di mana energi terbarukan
menjadi lebih kompetitif dibandingkan energi bahan bakar fosil, terbukti
tidak semudah yang dibayangkan oleh para pendukung mitos ini.

Fokus pada harga juga menutupi fakta bahwa energi terbarukan
tidak akan semurah itu tanpa eksploitasi tenaga kerja yang
cenderung menopang rantai pasokan. Dari pertambangan logam dan
mineral hingga pembuatan panel PV dan turbin angin, makin banyak bukti



yang mengaitkan rantai pasokan energi terbarukan dengan kerja paksa dan
perbudakan modern.'?

PENURUNANHARGATIDAKSERTA-MERTAMENGGESERINVESTASI
Bahkan jika energi terbarukan menjadi lebih murah daripada energi fosil,
hal ini tidak menjamin bahwa investor akan secara otomatis memilih opsi
yang lebih rendah karbon dan lebih murah. Hubungan antara harga dan
transisi energi jauh lebih rumit daripada yang diklaim oleh para pendukung
mitos ini.

Ketika kita mempertimbangkan sejarah transisi energi, hal ini menjadi jelas.
Studi sejarawan energi Andreas Malm tentang pergeseran dari tenaga
listrik berbasis air ke tenaga uap berbasis batu bara di Inggris pada abad
kesembilan belas sangat mencerahkan!Z Malm menunjukkan bahwa
meskipun tenaga air lebih murah daripada batu bara, para bos industri
memilih untuk beralih dari tenaga air ke batu bara. Peralihan ke bahan bakar
padat yang dapat dengan mudah dikemas dan didistribusikan ke seluruh
dunia — dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh air — memungkinkan
industri untuk merelokasi produksi ke daerah-daerah di mana tenaga kerja
lebih murah dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan perlawanan
yang terorganisir. Pada akhirnya, meskipun batu bara lebih mahal,
batu bara dianggap lebih disukai karena merupakan bahan bakar
yang lebih mudah diuntungkan.

Malm berpendapat bahwa sejarah terulang kembali hari ini. Pada awal
tahun 2000-an, perusahaan-perusahaan seperti BP dan Shell mulai
mengalihkan perhatian serius pada energi terbarukan, dan masing-masing
menjadi produsen panel surya terbesar kedua dan keempat di dunia.
Namun, operasi bisnis energi terbarukan mereka segera ditangguhkan
dan ditutup karena terbukti tidak menguntungkan. Alasannya: biaya energi
terbarukan yang terus menurun. Seorang mantan eksekutif divisi surya
Shell menjelaskan masalahnya: ‘Di pasar minyak, harga-harga naik dan
turun dalam suatu siklus. Harga tenaga surya hanya bergerak ke satu arah
— yaitu turun."

Memang, sepertiyang dibahas di Mitos #1, jatuhnya biaya energi terbarukan
akibat lelang yang kompetitif telah mengantarkan pada lingkaran kematian
utilitas yang merusak, yang membuat perusahaan-perusahaan energi
berjuang keras untuk bertahan hidup. Singkatnya, penurunan harga
dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam
sistem ekonomi yang menghargai keuntungan di atas segalanya, hal
ini bukanlah resep untuk pergeseran investasi yang diperlukan untuk
dekarbonisasi.

BERFOKUS PADA PENURUNAN HARGA MENGABURKAN NAIKNYA
PERMINTAAN
Fokus pada energi terbarukan yang lebih murah cenderung mengabaikan
fakta bahwa agar transisi energi dapat berhasil, negara-negara dan industri,
terutama di belahan dunia Utara, sangat perlu untuk mengurangi konsumsi
energi mereka.



Sebuah laporan terbaru yang ditulis oleh TNI dan TUED menyatakan bahwa
perubahan dalam sistem energi yang saat ini sedang berlangsung
lebih tepat digambarkan sebagai ‘ekspansi energi’ daripada transisi
energi. Menurut laporan ini, sistem kelistrikan global telah berkembang
dengan laju 300 GW per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Laporan ini
menunjukkan bahwa hal ini melampaui pertumbuhan tahunan kapasitas
terbarukan global, dengan kapasitas terbarukan yang tumbuh hanya
sebesar 198 GW, misalnya pada tahun 2020.'%»

Data IEA terbaru yang dirilis setelah laporan ini ditulis menunjukkan
bahwa laju ekspansi energi terbarukan akan meningkat di tahun-tahun
mendatang, dengan memproyeksikan pertumbuhan kapasitas energi
terbarukan sebesar 350 hingga 400 GW per tahun antara tahun 2022 dan
2027.? Namun, bahkan jika perkiraan yang lebih optimis ini terwujud,
bagian terbesar dari pertumbuhan energi terbarukan akan terhapus
oleh meningkatnya permintaan listrik. Dalam kata-kata IRENA: ‘Transisi
energi mengharuskan penggunaan energi terbarukan meningkat lebih
dari pertumbuhan permintaan energi, sehingga lebih sedikit energi tak
terbarukan yang perlu digunakan. Banyak negara masih belum mencapai
titik ini, meskipun telah terjadi peningkatan dramatis dalam penggunaan
energi terbarukan untuk menghasilkan listrik."%

IPCC, IEA, dan lainnya telah menghitung bahwa efisiensi energi dan
penyesuaian konservasi dapat berkontribusi hingga 40 persen dari
pengurangan emisi energi pada tahun 2050.'% Perkiraan yang berbeda
menunjukkan bahwa teknologi yang sudah ada, di bawah masa depan
dengan permintaan energi yang rendah, dapat meningkatkan angka ini
menjadi 53 persen jika dioperasionalkan secara penuh.’®

KITA PERLU MENGURANGI PERMINTAAN ENERGI

Namun, mengurangi konsumsi energi tidaklah menguntungkan — memang,
makin banyak energi yang kita konsumsi, makin banyak pula uang yang bisa
dihasilkan. Oleh karena itu, model pasar energi nirlaba saat ini gagal
untuk berinvestasi secara memadai dalam teknologi pengurangan
permintaan. Dan mitos bahwa penurunan harga merupakan obat
mujarab untuk transisi energi membantu menjauhkan pertanyaan tentang
pengurangan permintaan.

Daripada terobsesi dengan penurunan biaya energi terbarukan, perhatian
akan lebih baik diberikan pada pertanyaan yang lebih mendesak tentang
bagaimana mengurangi permintaan energi global. Saat ini, konsumen kaya
menggunakan energi jauh lebih banyak daripada yang mereka butuhkan,
sedangkanyang lain tidak menggunakannya, berjuang melawan kemiskinan
energi dan tidak memiliki akses ke koneksi listrik yang dapat diandalkan.
Kita perlu melakukan de-komodifikasi energi (melalui kepemilikan publik)
untuk mengatasi ketidakadilan ini, dan secara substansial mengurangi
konsumsi energi global dengan cara-cara yang menjamin kesetaraan dalam
prosesnya.



RINGKASAN

Harga energi terbarukan yang terus turun TIDAK membuat
dekarbonisasi menjadi tak terelakkan.

Biaya satuan energi terbarukan menurun. Namun, data penurunan
harga cenderung mengaburkan biaya tersembunyi dari dekarbonisasi
yang terkait dengan peningkatan dan perubahan infrastruktur yang
diperlukan. Biaya tersembunyi ini akan menambah sekitar 10-15%
persen pada harga satu unit energi, setelah energi terbarukan
mencapai 25% dari total produksi energi.

Dalam konteks Uni Eropa, penurunan harga energi terbarukan tidak
tercermin dalam biaya grosir energi, yang ditentukan oleh harga bahan
bakar fosil karena sistem penetapan harga marjinal Uni Eropa.

Banyak investasi baru dalam kapasitas energi terbarukan yang
dibatalkan oleh peningkatan permintaan listrik.

Harga bukanlah faktor penentu yang membentuk transisi energi.
Bukti-bukti — baik historis maupun saat ini — menunjukkan bahwa
penurunan harga energi sering kali menggerogoti keuntungan industri
energi. Pada gilirannya, penurunan harga energi terbarukan berisiko
mengurangi minat investor.

Mengurangi permintaan energi dapat mengurangi emisi karbon
terkait energi antara 40 persen hingga 53 persen pada tahun 2050.
Berfokus pada penurunan harga akan mengaburkan pentingnya
pengurangan permintaan. Karena langkah-langkah pengurangan
permintaan tidak menguntungkan, maka langkah-langkah tersebut
tetap dikesampingkan.
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MITOS

REALITA

Gagasan bahwa ‘kecil itu indah’, yang berasal dari ekonom E.F. Schumacher,
sangat berpengaruh dalam gerakan lingkungan hidup, yang sering
mengadvokasi berbagai cara yang lebih terlokalisasi dan terdesentralisasi
dalam mengatur masyarakat.”® Pemikiran ini telah menjadi lazim dalam
perdebatan transisi energi. Herman Scheer, arsitek ‘Energiewende’ Jerman,
berpendapat bahwa transisi ke energi terbarukan menyiratkan cara
hidup yang lebih terdistribusi dan terlokalisasi, dengan rumah tangga dan
masyarakat yang mampu memberi tenaga pada diri mereka sendiri melalui
pembangkit listrik tenaga surya berskala kecil. Hal ini, bagi Scheer, harus
dirayakan: dengan mendesentralisasikan energi, ia percaya bahwa kita
dapat mendesentralisasikan kekuasaan politik dan menciptakan bentuk
politik yang lebih berorientasi pada masyarakat dan demokratis.

Ideologi Scheer tentang lokalisme energi telah disaring ke dalam cara
sebagian besar aktor — dari aktivis lingkungan hingga pemerintah dan
industri — berpikir tentang transisi energi. Menghasilkan energi dari surya,
angin, dan air membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk produksi
energi dalam skala yang jauh lebih kecil daripada yang dapat dilakukan
oleh infrastruktur bahan bakar fosil yang besar: setiap rumah tangga
dapat memiliki panel surya di atap rumah mereka, setiap lingkungan dapat
mengoperasikan turbin angin mereka sendiri.

Banyak sekali bentuk inisiatif energi lokal yang diusulkan. Komunitas energi
lokal yang dimiliki dan dikelola sebagai koperasi oleh para anggotanya sering
dianggap sebagai kunci. Komunitas energi melihat orang-orang bersatu —
biasanya dalam wilayah tertentu — untuk berinvestasi dan menjalankan
teknologi dan infrastruktur energi secara kolektif.

Di samping komunitas energi lokal, inisiatif energi kota juga diposisikan
sebagai pemain kunci. Skema energi kota membuat pemerintah kota
memainkan peran yang lebih aktif dalam sistem apa pun, baik sebagai
pemilik jaringan listrik atau melalui perusahaan milik pemerintah kota yang
berinvestasi dalam pembangkit listrik terbarukan dan/atau menyediakan
energi untuk rumah tangga dan bisnis. Selain itu, rumah tangga individu
sering diposisikan sebagai ‘prosumer’: produsen listrik melalui aset
pembangkit listrik terbarukan skala kecil, dan juga sebagai konsumen.

Bagi sebagian orang, desentralisasi sistem energi menandakan berakhirnya
jaringan listrik yang terpusat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan
utilitas besar yang sudah ada cenderung digambarkan sebagai dinosaurus
industri konservatif yang menghalangi transisi ini. Memang, banyak yang
berpendapat bahwa sistem energi yang lebih terdesentralisasi akan secara
inheren mendemokratisasi, mengambil kendali dari raksasa industri dan
menempatkan kekuasaan di tangan masyarakat secara langsung melalui
bentuk-bentuk komunitas lokal dan kontrol serta kepemilikan kolektif.

Energi yang terdesentralisasi memiliki peran penting dalam transisi menuju
sistem energi yang lebih demokratis dan rendah karbon. Namun, skema
energi komunitas menghadapi tantangan substantif ketika mereka
dipaksa untuk bersaing di pasar energi yang mencari keuntungan.



Bahkan, pertanyaan-pertanyaan serius dapat diajukan mengenai kredensial
demokratis dari banyak inisiatif energi yang terdesentralisasi karena
adanya risiko eksklusivitas.”™' Terlebih lagi, kita harus realistis mengenai
keterbatasan pembangkit listrik terdistribusi dalam memenuhi target iklim:
transisi perlu dilakukan di berbagai skala dan bentuk organisasi dan
perencanaan berskala besar menjadi lebih penting dari sebelumnya.

PASAR MERUSAK ENERGI YANG TERDESENTRALISASI

Dalam konteks pasar energi yang diliberalisasi, proyek-proyek energi
berskala kecil dipaksa untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan
energinirlaba yang lebih besar. Hal ini membuat proyek-proyek ini kesulitan
ketika harga energi berubah dan subsidi dicabut.

Sebagai contoh, Robin Hood Energy, sebuah perusahaan pemasok energi
kotayang dimiliki oleh Dewan Kota Nottingham diInggris. Robin Hood Energy
bertujuan untuk menyediakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
132 Sayangnya, perusahaan energi milik pemerintah ini dijual ke perusahaan
swasta British Gas pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kegagalannya
untuk bersaing di pasar yang ketat dan tidak stabil — pengalaman yang
juga dialami oleh beberapa perusahaan energi kota lainnya yang didirikan
di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Pasar energi yang menekan
perusahaan untuk meningkatkan dan memperluas basis pelanggan
secepat mungkin membuat perusahaan-perusahaan kecil seperti Robin
Hood Energy berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika
tantangan seperti Brexit dan perubahan kebijakan pemerintah muncul,
hanya perusahaan utilitas besar yang mapan yang memiliki kapasitas dan
sumber daya untuk menghadapi masalah-masalah di lapangan.™:3

Kasus pemotongan Feed-in Tariff (FiT) yang telah dibahas sebelumnya
memberikan cerita yang serupa. Setelah subsidi ini dibatalkan dan
digantikan dengan lelang yang kompetitif, proyek-proyek energi baru yang
terdesentralisasi dengan cepat dikalahkan oleh produsen energi besar
dan kaya.™* Akibatnya, sektor energi komunitas di seluruh Eropa terpukul
secara signifikan dan proyek-proyek energi lokal yang baru kini kesulitan
untuk dapat berjalan secara komersial. Di Inggris, misalnya, pemotongan
FiT membuat jumlah organisasi energi komunitas baru turun dari 30 pada
tahun 2014-15 menjadi hanya satu pada tahun 2017."3>

ENERGI YANG TERDESENTRALISASI BELUM TENTU DEMOKRATIS
Para pendukung mitos ini cenderung berasumsi bahwa pelokalan menjamin
demokratisasi. Pada kenyataannya, masalahnya jauh lebih rumit. Energi
yang terdesentralisasi sama sekali tidak menjamin hasil yang lebih
adil atau demokratis dalam transisi energi. Dalam banyak kasus, skema
subsidi yang ditujukan untuk mendukung skema energi terdesentralisasi
seperti FiT sebagian besar menguntungkan populasi yang lebih kaya yang
mampu membayar investasi besar di muka seperti panel surya di atap.
Sementara itu, konsumen berpenghasilan rendah menanggung biaya
subsidi ini melalui pungutan pada tagihan dan pajak mereka.'*

Bentuk partisipasi yang ditekankan dalam skema energi masyarakat



seringkali bersifat finansial, dengan mendorong masyarakat untuk
menginvestasikan modal untuk membiayai aset pembangkit listrik
milik masyarakat. Meskipun partisipasi finansial memiliki peran dalam
mendemokratisasi sektor energi, demokratisasi tidak boleh direduksi hanya
sebatas itu. Pertama, partisipasi keuangan tidak menjelaskan apa-apa
tentangkekuasaandankontrolpengambilankeputusan.Selainitu, partisipasi
keuangan cenderung tidak dapat diakses oleh mereka yang berpenghasilan
rendah — seringkali skema energi komunitas menetapkan tingkat investasi
minimum yang tidak terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.
Pada akhirnya, mendemokratisasi sektor energi berarti memastikan
bahwa semua orang dapat berpartisipasi dengan pijakan yang sama,
terlepas dari kemampuan membayar. Jika pengecualian finansial adalah
salah satu risiko energi komunitas, risiko lainnya adalah partisipasi dalam
skema energi komunitas cenderung membutuhkan waktu dan energi yang
cenderung tidak tersedia bagi mereka yang hidup dalam kondisi yang lebih
tidak stabil, dan juga bagi mereka yang memiliki tanggung jawab untuk
merawat."®’

ENERGI YANG TERDESENTRALISASI SAJA TIDAK AKAN PERNAH
CUKUP UNTUK DEKARBONISASI

Energi yang terdesentralisasi tentu saja dapat memainkan peran penting
dalam transisi rendah karbon. Namun, peran ini kemungkinan besar akan
tetap relatif sederhana.

Sebagai contoh, Amsterdam dan Barcelona telah membuat peta jalan
untuk meningkatkan produksi energi mereka sendiri, yang menghadapi
tantangan yang sangat nyata.'*® Diperkirakan bahwa jika semua permukaan
yang dapat digunakan di Amsterdam dipasang panel surya, kota ini akan
dapat menghasilkan sekitar 1,1 GW melalui tenaga surya. Meskipun ini
adalah jumlah yang mengesankan, jumlah ini masih sekitar 30 persen dari
perkiraan kebutuhan listrik kota pada tahun 2030."*

Barcelona juga telah mengambil langkah yang cukup besar menuju transisi
energiterbarukan, dan padatahun 2019 mendirikan perusahaan energikota
untuk membantu mencapai pembangkitan energi lokal yang maksimal.'#°
Namun, bahkan jika kapasitas penuh untuk instalasi tenaga surya di seluruh
kota tercapai, atap rumah di Barcelona hanya dapat menghasilkan sekitar
1.191 GWh per tahun, yang hanya mencakup sekitar 8 persen dari total
kebutuhan energi kota saat ini.'*'

Kasus Bangladesh juga menggambarkan kekurangan dari energi terbarukan
yang terdistribusi. Di sini, sistem tenaga surya rumah tangga tumbuh
secara luas antara tahun 2003 dan 2018, melistriki 16 persen rumah tangga
pedesaan. Namun pada tahun 2021, tingkat instalasi tenaga surya baru
telah turun menjadi hampir nol. Hal ini terjadi karena pemerintah turun
tangan untuk menyediakan koneksi listrik yang lebih andal dengan harga
yang lebih murah.™

Sejumlah kasus ini menunjukkan bahwa pembangkit listrik terbarukan yang
terdesentralisasi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi saat



ini, bahkan dalam penggunaan kapasitas penuh. Bahkan, sebuah makalah
terbaru dari TUED memperkirakan bahwa PV surya atap memiliki potensi
untuk memenuhi hanya 18 persen dari kebutuhan listrik Uni Eropa,
dan hanya jika setiap atap rumah di wilayah tersebut yang kompatibel
dengan tenaga surya memiliki sistem PV yang terpasang. Mengingat bahwa
tingkat ambisi di seluruh Uni Eropa tampaknya tidak masuk akal, angkanya
kemungkinan akan jauh lebih rendah, menyoroti bahwa mengandalkan
pembangkit listrik terdistribusi saja tidak layak.'#

DEKARBONISASI MEMBUTUHKAN PERENCANAAN DAN
KOORDINASILINTAS SKALA

Jelaslah bahwa energi terbarukan terdistribusi skala kecil tidak dapat
menyelesaikan transisi energi sendirian. Transisi yang cepat dan efektif
akan membutuhkan pemikiran dan praktik di berbagai skala, dengan peran
penting yang tersisa untuk infrastruktur terpusat berskala besar.

Untuk satu hal, transisi yang diperlukan membutuhkan tingkat dan
kedalamanperubahaninfrastrukturyang hanyadapatdicapaimelalui
perencanaan terpusat. Selain itu, tantangan teknis dari variabilitas energi
terbarukan membutuhkan kapasitas untuk mengkoordinasikan beragam
bentuk pembangkit di berbagai lokasi. Infrastruktur jaringan terpusat yang
dapat dipertanggungjawabkan menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Ini tidak berarti kita harus kembali ke industri negara yang bersifat top-down
di masa lalu. Ini juga tidak berarti menyerahkan kekuasaan atas transisi
ke perusahaan utilitas swasta. Visi Serikat Pekerja untuk Demokrasi
Energi dan TNI secara komprehensif telah merebut kembali utilitas
publik sebagai intinya. Agenda kami mencakup pemerintah kota yang
menjalin kemitraan kooperatif dengan perusahaan-perusahaan utilitas yang
berada di bawah kepemilikan publik yang demokratis dan yang mengadopsi
pendekatan barang publik daripada pendekatan berbasis keuntungan.
Di Denmark, kemitraan publik-publik semacam ini antara perusahaan
utilitas publik, pemerintah kota dan koperasi telah mendorong salah satu
transisi energi yang paling maju di dunia. Di Kosta Rika (lihat di bawah),
sistem kelistrikan yang direncanakan, dimiliki, dan dikelola oleh publik
telah memungkinkan negara ini untuk sepenuhnya mendekarbonisasi
penyediaan listriknya.'

KITA' MEMBUTUHKAN KOLABORASI PUBLIK-KOMUNITAS DI
BERBAGAI SKALA

Pertanyaannya bukanlah apakah desentralisasi atau sentralisasi akan
mewujudkan transisi energi, melainkan bagaimana aktor-aktor publik dan
masyarakat dapat berkolaborasi di berbagai skala dengan cara-cara yang
memprioritaskan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi.

Model energineoliberalmemberikan tantangan yang tidak perlu bagi transisi
energi terbarukan. Alih-alih menciptakan lingkungan di mana perusahaan
listrik dan produsen energi terdesentralisasi didorong untuk bekerja sama
dalam menyelesaikan tantangan, mereka malah terjebak dalam lingkungan
yang penuh dengan persaingan dan pencarian keuntungan. Daripada



dipaksa untuk memilih antara desentralisasi dan sentralisasi, memperbaiki
kegagalan liberalisasi dan privatisasi energi tidak lain adalah dengan
mengambil alih sistem energi dari pasar untuk membangun sektor energi
yang dimiliki oleh publik yang akuntabel dan demokratis, dengan ruang
yang cukup untuk inisiatif masyarakat. Namun, jika negara-negara terus
bergantung pada pasar bebas, desentralisasi justru dapat memperkuat,
bukannya menantang, sistem energi yang bersifat nirlaba.

Untuk benar-benar memastikan akses universal terhadap energi
bersih, fokusnya harus lebih pada demokratisasi daripada
desentralisasi. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro
yang dibangun, dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh masyarakat di El Cua,
Nikaragua. Di sini, energi dianggap sebagai hak yang harus terjangkau oleh
semua orang. Kontribusi keuangan anggota didasarkan pada pendapatan
mereka, bukan pada harga per kWh, karena hal ini akan membatasi akses
bagi rumah tangga miskin.#

Dengan memprioritaskan demokratisasi, hak atas energi dapat dicapai
dalam skala yang lebih besar. Kosta Rika adalah rumah bagi empat
koperasi listrik pedesaan yang besar, yang dimiliki dan dijalankan oleh
para penggunanya. Koperasi-koperasi nirlaba ini mengambil bagian
dalam menetapkan, mengembangkan, dan menegakkan kebijakan publik
di masyarakat pedesaan.”” Secara keseluruhan, koperasi-koperasi ini
mencakup seperlima wilayah nasional dan memasok listrik ke lebih dari
390.000 pengguna.’® Cakupan listrik di Kosta Rika mencapai 99,9 persen
karena koperasi tidak harus bekerja sama dengan perusahaan listrik milik
negara, ICE, dan juga beberapa perusahaan publik di tingkat daerah.™®

Demokratisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan merupakan
kunci untuk secara efektif menghubungkan inisiatif desentralisasi
dengan produksi energi berskala lebih besar dan sebaliknya untuk
mencapai energi bersih bagi semua.



RINGKASAN

Energi yang terdesentralisasi TIDAK akan mengurangi karbon dan
mendemokratisasi sistem energi.

Inisiatif energi yang terdesentralisasi seperti proyek-proyek energi
komunitas dan perusahaan energi kota dirusak oleh lingkungan pasar
yang diliberalisasi. Di Inggris, ketika subsidi FiT digantikan oleh lelang
kompetitif, jumlah organisasi energi komunitas baru turun dari 30 pada
tahun 2014-15 menjadi hanya satu pada tahun 2017.'%°

Inisiatif energi yang terdesentralisasi belum tentu demokratis. Proyek-
proyek energi komunitas sering kali mengecualikan mereka yang tidak
memiliki uang atau waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi.

Energi yang terdesentralisasi saja tidak akan menghasilkan transisi
energi. PLTS atap memiliki potensi untuk memenuhi sekitar 18 persen
kebutuhan listrik Uni Eropa, namun hanya jika setiap atap rumah di
wilayah yang cocok dengan tenaga surya memiliki sistem PV yang
terpasang. Di Bangladesh, pembangkit listrik tenaga surya rumah
tangga menjadi mubazir karena pemerintah mampu menyediakan
listrik yang lebih andal dengan harga yang lebih rendah.

Transisi energi membutuhkan perencanaan dan koordinasi di berbagai
skala. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara perusahaan listrik negara,
masyarakat dan pemerintah di setiap tingkatan, bersamaan dengan
demokratisasi sektor ini secara menyeluruh.
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REALITA

Hukumkekayaanintelektual (KI) bertujuanuntuk melindungiinvestordengan
memonopoli hak-hak pemegang Kl untuk menggunakan, melisensikan,
dan mendapatkan keuntungan dari inovasi baru. Dalam pasar energi yang
diliberalisasi, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai hal yang penting
untuk mempercepat inovasi dan mendorong investasi.

Menurut para pendukung mitos ini, tanpa Kl, perusahaan swasta tidak akan
memiliki insentif yang diperlukan untuk mendorong transisi energi. Hal ini
karena KI memfasilitasi kapasitas perusahaan swasta untuk mendapatkan
keuntungan dari teknologi energi rendah karbon yang baru, memastikan
bahwa teknologi ini tidak dapat dikembangkan oleh pelaku saingan dan,
pada gilirannya, pangsa pasar perusahaan terlindungi.

Badan Energi Terbarukan Internasional / International Renewable Energy
Agency (IRENA) menggambarkan paten dan kekayaan intelektual sebagai
‘mesin inovasi teknologi’ dan melihat dukungan dan penguatan rezim
kekayaan intelektual sebagai sarana untuk mempercepat transisi energi
terbarukan.’’

Pandemi COVID-19 telah membawa fakta bahwa rezim Kl berfungsi untuk
menghambat akses yang adil terhadap teknologi, terutama dinegara-negara
berpenghasilan rendah. Hambatan IP berarti bahwa hak dan pengetahuan
yang diperlukan untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan diserahkan
kepada segelintir perusahaan, menghalangi banyak negara berpenghasilan
rendah untuk memproduksi vaksin sambil mengamankan keuntungan bagi
sejumlah perusahaan di banyak negara terkaya.'?

Situasi dengan Kl dan transisi energi sangat mirip. Menyadari hambatan
buatanyang ditimbulkan oleh rezim Kl terhadap energi terbarukan, Anténio
Guterres, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan: ‘teknologi energi
terbarukan, seperti penyimpanan baterai, harus diperlakukan
sebagai barang publik global yang penting dan tersedia secara
bebas. Menghilangkan hambatan untuk berbagi pengetahuan dan transfer
teknologi — termasuk hambatan kekayaan intelektual — sangat penting
untuk transisi energi terbarukan yang cepat dan adil.">3

Memang, bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh para pendukung
Kl, KI memperlambat investasi energi bersih sekaligus memperburuk
ketidaksetaraan global. Faktanya, daripada rezim Kl, program penelitian dan
pengembangan yang dipimpin oleh negara lah yang sangat penting untuk
inovasi teknologi terbarukan. Pendekatan Global Public Goods (GPG)
alternatif, yang berpusat pada kesetaraan, keadilan, dan transisi
yang cepat, membutuhkan pelonggaran batasan IP dan menuntut
sistem yang mendukung pembagian teknologi utama, bukan yang
membatasi distribusi teknologi.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEMPERBURUK
KETIDAKSETARAAN GLOBAL

Perjanjian tentang Aspek-aspek Perdagangan Terkait Kekayaan Intelektual
/ Trade Related aspects of Intellectual Property (TRIPS) adalah latar belakang



kelembagaan untuk penegakan kekayaan intelektual bagi negara-negara
anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Meskipun TRIPS berisi metode
untuk transfer teknologi ke negara-negara berpenghasilan rendah, hal
ini tidak memperbaiki ketidaksetaraan global dalam hal akses ke energi
terbarukan.’™ Sebaliknya, pembatasan Kl telah membentuk oligopoli
energiterbarukan di mana produksi teknologi energi bersih terbatas
padasegelintirperusahaan, sebagianbesardinegara-negarakaya.'>
Pada gilirannya, rezim Kl berkontribusi pada ketidaksetaraan global antara
negara kaya dan miskin.

Penelitian telah mengindikasikan bahwa ada monopoli teknologi mitigasi
iklim dan paten di negara-negara berpenghasilan tinggi, dan bahwa negara-
negara berpenghasilan rendah jarang diberikan lisensi untuk menggunakan
teknologi yang dipatenkan.’™® Sejumlah besar pembuat kebijakan, aktivis,
dan pemerintah telah menyerukan pelonggaran rezim kekayaan intelektual
yang berkaitan dengan teknologi energi rendah karbon untuk negara-
negara berpenghasilan rendah dan menengah.'”

Empat produsen (Vestas dari Denmark, Siemens Gamesa dari
Spanyol, Goldwind dari Cina, dan General Electric dari Amerika
Serikat) menyumbang 55 persen dari seluruh produksi turbin angin
pada tahun 2019 dan 73 persen produksi fotovoltaik surya (PV)
terjadi di Cina pada tahun 2017."%® Selain itu, dari 10 produsen turbin
angin terbesar di dunia, setiap perusahaan berada di Eropa, Amerika Serikat,
atau Cina.”™® Oligopoli global dalam produksi energi terbarukan ini adalah
salah satu alasan mengapa seluruh benua Afrika hanya menghasilkan 1,5
persen energi surya dunia, meskipun memiliki potensi kapasitas produktif
terbesar.’s® 17 Memang, penelitian menunjukkan bahwa penegakan
kekayaan intelektual yang lebih lemah cenderung membantu inisiatif lokal
berkembang lebih cepat di Afrika.’s?

Selain itu, rezim kekayaan intelektual berkontribusi terhadap
ekstraksineokolonial disektorenergi.Sebagian besarenergiterbarukan
bergantung pada mineral seperti kobalt dan tembaga yang diperoleh dari
global Selatan'®, namun hanya negara-negara di global Utara yang memiliki
hak kekayaan intelektual untuk memproduksi energi terbarukan baru.
Oleh karena itu, negara-negara di belahan dunia Selatan dipaksa untuk
melepaskan sumber dayanya demi keuntungan (dan konsumsi energi)
negara-negara di global Utara."®

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEMPERLAMBAT INVESTASI
ENERGI BERSIH

Seperti yang telah dijelaskan di atas, HAKI menghalangi daerah-daerah
di dunia yang kaya akan potensi energi terbarukan yang melimpah untuk
memanfaatkannya. Selain menimbulkan masalah keadilan dan kesetaraan
global, konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa transisi energi melambat.
Dengan membatasi hak untuk memproduksi teknologi terbarukan
baru hanya kepada mereka yang memegang hak kekayaan intelektual,
perusahaan, pemerintah kota, dan pelaku lainnya di seluruh dunia dicegah
untuk mengadopsi teknologi ini, bahkan ketika ada keinginan yang tulus



untuk melakukannya.

Lembaga pemikir (think-tank) yang berbasis di London, Chatham House,
memperkirakan bahwa karenaadanyahak paten, penemuan-penemuan
baru di sektor energi memerlukan waktu antara dua hingga tiga
dekade untuk mencapai pasar massal, dengan rata-rata 24 tahun untuk
sebagian besar inovasi energi terbarukan.’®> Pada saat teknologi-teknologi
ini tersedia secara luas, ekonomi dunia seharusnya sudah mendekati net-
zero emission.

BERFOKUS PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MENGABURKAN
PERAN NEGARA DALAM INOVASI RENDAH KARBON

Dengan memposisikan perlindungan Kl sebagai mesin inovasi energi
terbarukan, para pendukung mitos ini menyembunyikan fakta bahwa
penelitian dan pengembangan (litbang) yang digerakkan oleh negara
merupakan pusat dari teknologi energi terbarukan yang baru. Kita telah
melihat di Mitos #1 bahwa sektor publik menyediakan sebagian besar
dana untuk transisi energi terbarukan. Salah satu dimensi penting dari
hal ini, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian oleh ekonom terkenal
Mariana Mazzucato dan timnya, adalah bahwa program penelitian yang
disponsori oleh negara yang telah menciptakan pengetahuan dan
teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan energi terbarukan.1t

Sebagai contoh, Vestas dan General Electric, dua produsen turbin angin
skala utilitas terbesar, keduanya sangat bergantung pada penelitian yang
didanai oleh pemerintah Amerika Serikat dan Denmark.'®” Bahkan, Vestas
dan Bonus (produsen turbin angin Denmark) membeli paten dari program
penelitian yang disponsori pemerintah Denmark dan menggunakan
pengetahuan ini untuk mengembangkan teknologi turbin angin mereka.’®

Perhitungan persentase dana penelitian dan pengembangan global yang
berasal dari sumber publik bervariasi, tetapi pada tahun 2011, Komisi
Eropa memperkirakan sekitar 45 persen dana penelitian dan
pengembangan untuk energi surya berasal dari sumber publik,’®
dan penelitian mengindikasikan bahwa porsi ini meningkat dari waktu ke
waktu.’® Hal ini sangat penting mengingat investasi dan kebijakan publik
cenderung memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap investasi
swasta terhadap litbang energi terbarukan.™

KITA MEMBUTUHKAN PENDEKATAN BARANG PUBLIK GLOBAL

Berbeda dengan rezim Kl saat ini, pendekatan Global Public Goods (GPG)
alternatif melihat akses ke teknologi hijau sebagai barang publik untuk
semua dan, pada gilirannya, akan mempercepat transisi energi terbarukan.

Pendekatan GPG akan menantang sistem pemerintah saat ini yang
mensponsori  penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi, dan sebagai gantinya mendorong pembagian dan
kolaborasi aktif dalam penelitian tentang teknologi terbarukan.”” Hambatan
Kl untuk teknologi terbarukan baru akan digantikan dengan sistem di
mana pemerintah didorong untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi



melalui kemitraan publik-publik.

Alih-alih  berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk
memaksimalkan keuntungan, pendekatan GPG berpusat pada tujuan
efisiensi, kemanjuran, dan kesetaraan, mempromosikan transfer
teknologi dan berbagi pengetahuan daripada memperkuat monopoli
atas kekayaan intelektual. Selain itu, dengan mendorong kemitraan antara
badan-badan publik yang mencakup negara-negara berpenghasilan tinggi
dan rendah, pendekatan GPG berpotensi untuk menutup kesenjangan
antara negara kaya dan negara miskin dalam hal akses ke teknologi energi
rendah karbon.

RINGKASAN

Hak kekayaan intelektual TIDAK membantu memfasilitasi transisi
energi.

Penegakan HAKI memperburuk ketidaksetaraan global dengan
memungkinkan perusahaan-perusahaan di negara-negara Barat yang
kaya untuk mendapatkan kontrol monopoli atas produksi teknologi
energi rendah karbon yang baru. Hanya empat produsen yang
menguasai 55 persen produksi turbin angin dunia.'”®

Pada gilirannya, KI memperlambat transisi energi. Chatham House
memperkirakan bahwa karena adanya paten, penemuan-penemuan
baru di sektor energi membutuhkan waktu antara dua hingga tiga
dekade untuk mencapai pasar massal, dengan rata-rata 24 tahun
untuk sebagian besar inovasi energi terbarukan.

Penelitian yang dipimpin oleh negara telah menjadi jantung dari
penelitian dan pengembangan untuk energi terbarukan, menantang
narasi inovasi yang dipimpin oleh perusahaan swasta yang berorientasi
pada keuntungan dan dengan demikian melemahkan kebutuhan akan
perlindungan kekayaan intelektual.’™

Pendekatan Barang Publik Global yang didasarkan pada berbagi
pengetahuan dan teknologi membutuhkan tantangan terhadap sistem
kekayaan intelektual dan dapat memfasilitasi distribusi teknologi
terbarukan secara global melalui kemitraan publik-publik.'”®
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Investasi di sektor energi sering kali dilindungi oleh Perjanjian Investasi
Internasional. Perjanjian-perjanjian ini berisi langkah-langkah spesifik yang
ditujukan untuk ‘perlindungan investasi’, khususnya klausul penyelesaian
sengketa antara investor dan negara (ISDS), yang memungkinkan investor
asing untuk menuntut pemerintah di pengadilan internasional untuk
menantang kebijakan yang telah mengurangi keuntungan mereka, atau
yang dapat mengurangi keuntungan mereka di masa depan.

Di sektor energi, Perjanjian Investasi Internasional yang paling sering
digunakan adalah Perjanjian Piagam Energi (Energy Charter Treaty/ECT)
tahun 1994. Perjanjian ini ditandatangani oleh 53 negara anggota di
Eropa dan Asia, termasuk Uni Eropa dan Euratom.'”® Sekretariat ECT
telah berusaha keras untuk memperluas Perjanjian ini ke Afrika, Timur
Tengah, Amerika Latin, dan lebih banyak negara di Asia.’”” Para investor
dan pengacara investasi menyatakan bahwa ECT dan skema ISDS lainnya
diperlukan untuk melindungi dan menarik investasi energi terbarukan.
Mereka berpendapat bahwa investor membutuhkan perlindungan melalui
ISDS untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas. Dalam kata-kata
situs web ECT:

‘... Perjanjianini dirancang untuk menyediakan antarmuka yang stabil antara
investor asing dan pemerintah tuan rumah. Stabilitas ini sangat penting
dalam sektor energi global, di mana proyek-proyeknya sangat strategis
dan padat modal, dan di mana risiko harus dinilai dalam jangka panjang.
Merupakan tugas utama untuk mengurangi risiko-risiko ini, sebanyak
mungkin, dengan menciptakan iklim investasi yang stabil dan transparan.”’®

Karena proyek energi terbarukan sering kali membutuhkan investasi awal
yang signifikan, sering kali dikatakan bahwa investasi energi terbarukan,
khususnya, bergantung pada kerangka kerja hukum dan peraturan yang
stabil. Para pendukung berpendapat bahwa tanpa ISDS, proyek-proyek
energi terbarukan terlalu berisiko bagi investor untuk mendukung skala
dan urgensi yang diperlukan untuk memenuhi target iklim internasional.

Perjanjian investasi internasional, khususnya Energy Charter Treaty (ECT),
telah menjadi senjata ampuh bagi perusahaan bahan bakar fosil dan dana
investasi. ISDS memungkinkan perusahaan untuk menggugat pemerintah
untuk menentang kebijakan yang dapat mengurangi keuntungan mereka
— bahkan kebijakan yang dibuat untuk menangani krisis sosial, energi dan
iklim.

Hanya investor yang dapat mengajukan klaim ISDS — tidak ada
mekanisme paralel bagi pemerintah untuk menuntut investor. Proses
arbitrase melewati yurisdiksi nasional dan kurang transparan, sementara
keputusan tidak dapat diprediksi dan hanya bergantung pada keputusan
para arbiter, tanpa hak untuk naik banding. Para arbiter sering kali tidak
memiliki independensi dan ketidakberpihakan. Putusan arbitrase dapat
ditegakkan di mana saja di seluruh dunia: jika negara kalah dalam kasus
dan gagal membayar kompensasi, investor dapat menyita aset mereka di
negara lain."”®



Banyak kasus ISDS yang berkaitan dengan lingkungan telah meningkat
secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hingga Desember 2022,
jumlah total kasus ISDS yang diketahui mencapai 1.257.'® Sebanyak 175
kasus di antaranya menentang tindakan pemerintah yang terkait
dengan lingkungan, 192 kasus diprakarsai oleh investor bahan bakar
fosil, dan setidaknya 80 kasus menentang tindakan yang berkaitan dengan
perubahan peraturan untuk produksi energi terbarukan.®' Sekitar setengah
dari semua kasus ISDS terkait lingkungan dibawa melalui ECT. Hingga Juni
2021, jumlah rata-rata yang diklaim oleh investor dari pemerintah di bawah
ECT mencapai $1,6 miliar.82

Kenyataannya, ISDS menghalangi aksi iklim, sementara dugaan manfaat
yang berkaitan dengan investasi energi terbarukan tampaknya tidak
terwujud. Terlebih lagi, ISDS melemahkan kapasitas pemerintah untuk
mengimplementasikan kebijakan iklim yang telah disepakati secara
demokratis. Klaim ISDS dapat dengan mudah mencapai miliaran
dolar karena perusahaan tidak hanya menuntut untuk mendapatkan
kembali uang yang telah mereka keluarkan, tetapi mereka juga dapat
mengklaim kompensasi atas keuntungan hipotetis di masa depan
yang hilang karena tindakan pemerintah.'s3

ISDS MENGHALANGI AKSI IKLIM

Dalam laporan terbarunya, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan
Iklim menyoroti bahaya bahwa perjanjian seperti ECT dapat ‘digunakan
oleh perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil untuk memblokir legislasi
nasional yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan aset-aset
mereka secara bertahap'.’® Memang, ECT tidak mendukung penghentian
segera proyek-proyek bahan bakar fosil yang baru. Bahkan rencana untuk
Piagam Energi yang ‘dimodernisasi’ akan terus melindungi semua investasi
bahan bakar fosil setidaknya selama 10 tahun.

Sepertiyang ditunjukkan oleh contoh-contoh berikutini, ISDS memberikan
risiko bagi pemerintah yang mengambil langkah-langkah untuk
memajukan transisi energi rendah karbon dan menawarkan
dukungan bagi industri bahan bakar fosil dan nuklir:

Digugat karena menghentikan penggunaan energi nuklir: Perusahaan
energi multinasional milik negara Swedia, Vattenfall, mengajukan gugatan
terhadap Jerman pada tahun 2012, mengklaim €4,3 miliar ditambah bunga
atas hilangnya keuntungan yang terkait dengan dua reaktor nuklirnya.
Tindakan hukum ini merupakan tanggapan atas keputusan Parlemen
Jerman untuk mempercepat penghapusan energi nuklir, menyusul bencana
Fukushima pada tahun 2011 dan protes anti-nuklir yang kuat di seluruh
negeri.'®

Digugat karena melarang produksi tenaga batu bara: Belanda digugat
dua kali karena rencananya untuk menghentikan produksi tenaga batu bara
pada tahun 2030. Perusahaan energi raksasa Jerman, RWE, menuntut ganti
rugi sebesar €1,4 miliar. Sementara itu, Uniper, perusahaan multinasional
Jerman lainnya, mengajukan gugatan serupa, dengan tuntutan sekitar €1
miliar.'8¢



Digugat karena melarang ekstraksi minyak lepas pantai: Italia
digugat oleh perusahaan minyak dan gas Inggris, Rockhopper, setelah
membatalkan konsesinya untuk mengebor minyak di Laut Adriatik. Hal ini
terjadi setelah perjuangan selama satu dekade oleh masyarakat pesisir Italia
yang mengecam bahaya pengeboran minyak, yang telah menyebabkan
gempa bumi dan mengancam bencana ekologi baru. Perusahaan minyak
tersebut menuntut ganti rugi sebesar €300 juta, tujuh kali lipat lebih besar
dari jumlah yang telah diinvestasikan oleh perusahaan tersebut. Tuntutan
tersebut muncul setelah Italia menarik diri dari ECT pada tahun 2015;
investor dapat terus menggunakan prosedur ISDS yang diatur dalam ECT
hingga 20 tahun setelah penarikan diri.'®”

Maka, terdapat preseden yang kuat mengenai negara-negara yang diganggu
dari kebijakan transisi energi yang penting oleh ISDS. Selain itu, bahkan
ancaman tuntutan hukum baru pun dapat menjadi alasan yang cukup bagi
pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pengesahan peraturan
baru yang dapat ‘merusak’ ekspektasi ekonomi para investor.

Maka, tidak mengherankan jika beberapa negara termasuk Denmark,
Prancis, Spanyol, Jerman, dan Belanda, telah mengumumkan rencana
untuk keluar dari ECT, dengan alasan bahwa ketegangan antara ECT dan
aksi kli-mate merupakan inti dari keputusan mereka. Terlebih lagi, Komisi
Eropa baru-baru ini mencatat bahwa keluarnya Uni Eropa secara bersama-
sama dari Perjanjian ini tampaknya tidak dapat dihindari, karena Perjanjian
ini ‘secara jelas merusak’ target iklim Uni Eropa.'s®

ISDS TIDAK MENDUKUNG INVESTASI ENERGI TERBARUKAN

Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa ISDS dan ECT membantu
menarik dan melindungi investasi dalam teknologi energi bersih. Perjanjian
Investasi dan langkah-langkah perlindungan investasi tidak termasuk
dalam 167 kriteria yang digunakan oleh Bloomberg New Energy Finance
untuk menilai daya tarik negara untuk investasi energi terbarukan.'®
Memang, negara-negara yang belum menandatangani atau baru saja
mengakhiri Perjanjian Investasi dinilai oleh Bloomberg New Energy
Finance sebagai negara yang memberikan peluang terbaik bagi
investor energi terbarukan.’®

Temuan ini sejalan dengan basis bukti yang lebih luas yang menunjukkan
bahwa Perjanjian Investasiseperti ECT tidak berkontribusipada pengambilan
keputusan investor. Beberapa penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa
langkah-langkah perlindungan investasi hanya memiliki sedikit atau bahkan
tidak berpengaruh pada Investasi Asing Langsung ke suatu negara.™”

Kasus Spanyol makin mematahkan mitos bahwa perlindungan investasi
mendukung transisi energi bersih. Spanyol adalah negara yang paling
banyak digugat di bawah ECT, sebagian besar karena perubahan pada
skema subsidi energi terbarukan. Skema Feed-in-Tariff pemerintah Spanyol
menciptakan lingkungan yang sangat menguntungkan untuk investasi
dalam energi surya, menarik modal dari investor internasional dan lembaga
keuangan.



Namun, pemerintah memotong Feed-in-Tariff pada tahun 2008 karena krisis
keuangan. Sebuah gelombang kasus ISDS terjadi di bawah ECT: Spanyol
menerima 51 klaim, di mana 27 di antaranya telah diselesaikan, 21 di
antaranya memenangkan investor.'®?

Diperkirakan €8 miliar diklaim oleh investor asing, dengan €1,2 miliar
dibayarkan sejauh ini oleh pemerintah dalam kasus-kasus yang telah
hilang — angka yang menyamai komitmen Spanyol untuk pengeluaran
perubahan iklim, dan lima kali lipat dari pengeluaran tahun 2021 untuk
langkah-langkah pengentasan kemiskinan energi.’®® Penerima manfaat dari
klaim ini bukanlah perusahaan energi terbarukan. Sebaliknya, 89 persen
dari penggugat adalah lembaga keuangan dan dana investasi,
yang menganggap transisi energi tidak lebih dari sekadar sumber
keuntungan.’™ Bahkan, dalam setengah dari kasus-kasus tersebut,
perusahaan-perusahaan yang menggugat Spanyol juga memiliki investasi
di sektor batu bara, minyak, gas, dan energi nuklir.’

Dengan demikian, meskipun secara sepintas kasus Spanyol terlihat seperti
contoh ISDS yang digunakan untuk mempertahankan investasi energi
terbarukan, hal ini ternyata jauh dari kebenaran. Faktanya, apa yang kita
lihat di sini adalah ISDS digunakan untuk melapisi kantong para investor
yang tidak memiliki ketertarikan khusus pada energi terbarukan. Sementara
itu, dana pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk memelopori
kebijakan iklim yang ambisius dan investasi energi bersih justru terkuras
habis. Beberapa investor domestik bahkan mendaftarkan perusahaan
cangkang di negara anggota ECT untuk menuntut pemerintah Spanyol.’®®

ISDS MENGGEROGOTI KEDAULATAN RAKYAT

Implikasi dari hal ini makin besar, terutama bagi pemerintah negara-negara
kaya sumber daya alam di belahan dunia Selatan, karena kemungkinan ISDS
digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan logam dan mineral
yang diperlukan untuk teknologi energi terbarukan seperti lithium, kobalt,
dan nikel. Risikonya adalah bahwa pemerintah yang memperkenalkan
kebijakan atau peraturan baru yang berkaitan dengan pasar
komoditas ini dapat digugat melalui pengadilan ISDS oleh investor
yang memiliki kepentingan dalam teknologi terbarukan yang rantai
pasokannya bergantung pada akses terhadap mineral dan logam ini.

Karena nilai pasar dari beberapa logam transisi saja diperkirakan mencapai
puluhan miliar dolar,"™” klaim ISDS di sektor ini menjanjikan keuntungan
yang besar. Sebagai contoh, setelah pernyataan pemerintah Chili yang
menyinggung rencana nasionalisasi sumber daya litiumnya, Simco SpA,
perusahaan patungan antara perusahaan Chili Grupo Errazuriz dan
perusahaan Taiwan Simbalik Group, mengancam akan mengajukan
tuntutan ke ISDS. Potensi klaim bisa bernilai lebih dari $2,5 miliar, karena
Simco memperkirakan bahwa potensi ‘kerugian’ (termasuk hilangnya
keuntungan di masa depan) bisa mencapai angka tersebut.'*®

Berkali-kali, tuntutan hukum ISDS — atau bahkan ancamannya saja —
sudah cukup untuk menghalangi pemerintah untuk mengambil tindakan



yang diperlukan. Dinamika berbahaya yang dikenal sebagai ‘peraturan yang
dingin’ ini juga telah diamati dalam kaitannya dengan sumber daya transisi
energi.’ Contohnya adalah Newmont, sebuah perusahaan pertambangan
AS yang terdaftar di Belanda yang memicu Perjanjian Investasi Bilateral
Indonesia-Belanda pada tahun 2014.2% Hal ini terjadi lima tahun setelah
pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan ekspor tembaga,
sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja dalam
negeri dan ekonomi lokal — dan untuk mendukung Indonesia agar tidak
terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Newmont akhirnya menarik
klaimnya setelah memperoleh pengecualian khusus dari undang-undang
pertambangan.?”’

Sejumlah pemerintah negara kaya di Utara menggunakan ISDS
untuk melindungi industri mereka, dengan mengorbankan
kedaulatan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam.
Dalam sebuah komunikasi dengan badan-badan Uni Eropa lainnya,
Komisi Eropa mengatakan bahwa agar industri teknologi hijau Uni Eropa
dapat berkembang, ‘kebijakan energi eksternal harus bekerja sama
dengan kebijakan industri dan perdagangan Uni Eropa, memastikan akses
pasar untuk industri kami dan mengatasi tantangan melalui Perjanjian
Perdagangan Bebas dan tindakan penegakan hukum.” ISDS adalah
mekanisme penegakan utama dari banyak kesepakatan perdagangan yang
telah ditandatangani oleh Uni Eropa, sehingga Komisi menyajikan ISDS
sebagai hal yang diperlukan bagi industrinya untuk memastikan akses
pasar ke bahan baku yang penting untuk teknologi transisi energi.?*? Pada
gilirannya, penggunaan ISDS ini melemahkan kapasitas negara-negara kaya
sumber daya untuk memperkenalkan kebijakan transisi yang adil.

ISDS MENGGEROGOTI DEMOKRASI

Implikasi anti-demokrasi dari mekanisme ISDS yang ada di ECT dan
perjanjian perlindungan investasi lainnya yang tak terhitung jumlahnya
(totalnya ada sekitar 2.500 perjanjian) telah menimbulkan kritik luas dari
para akademisi, pengacara, dan masyarakat sipil.

Inti masalahnya adalah bahwa hanya investor asing yang dapat menggugat,
menjadikannya sistem yang sepihak dan tidak demokratis, di mana negara
selalu menjadi terdakwa dan tidak dapat mengajukan tuntutan balik
terhadap investor dalam negeri. Sistem ini memberikan hak-hak istimewa
dan hak-hak khusus kepada investor asing, meningkatkan kekuatan mereka
relatif terhadap warga negara dan pemerintah. Dengan demikian, ISDS
merupakan sistem hukum bayangan yang beroperasi di luar undang-
undang domestik, yang mampu mengesampingkan hukum nasional
dan kedaulatan pemerintah.

Di seluruh dunia, ISDS telah memperkuat kekebalan hukum korporasi,
sekaligus melemahkan kekuasaan pemerintah untuk mengatur
praktik-praktik korporasi. ISDS sering kali menjadikan negara sebagai
sandera bagi kepentingan investor dengan memungkinkan korporasi untuk
menuntut ganti rugi miliaran dolar ketika mereka dapat mengklaim bahwa
kebijakan nasional dalam beberapa hal merugikan investasi mereka, jika



bukan hanya keuntungan hipotetis. Pada akhirnya, pemerintah membayar
kompensasi dengan menggunakan uang publik, sehingga menimbulkan
pertanyaan penting tentang keseimbangan antara keuntungan pribadi
dan kerugian publik. Selain itu, mekanisme ini dapat memiliki efek yang
mengerikan terhadap kebijakan publik. Ketika hal ini terjadi, sebuah klaim
atau bahkan ancaman klaim dapat menghalangi negara untuk membuat
peraturan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Perlu dicatat, ISDS juga
terbuka untuk perusahaan domestik selama mereka telah mendaftarkan
perusahaan kotak surat di luar negeri di negara yang memiliki perjanjian
investasi yang menjamin akses ke perlindungan investasi.

KITA MEMBUTUHKAN PERJANJIAN YANG MENGIKAT
UNTUK MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN
MULTINASIONAL ENERGI

ISDS melemahkan kapasitas pemerintah untuk merancang dan
mengimplementasikan kebijakan transisi energi yang ambisius. Ancaman
arbitrase internasional melumpuhkan pemerintah, sehingga makin sulit
untuk mempertahankan bahan bakar fosil di dalam tanah. Untungnya,
bagaimanapun, pada akhir tahun 2022, Spanyol, Prancis, Italia, Jerman,
Polandia, Belanda, Luksemburg, dan Slovenia memutuskan untuk menarik
diri dari ECT, setelah itu Parlemen Eropa menyerukan agar mereka
segera menarik diri dari Perjanjian tersebut. Pada saat yang sama, upaya
sekretariat ECT untuk melobi negara-negara di Afrika, Timur
Tengah, Asia, dan Amerika Latin untuk menandatangani Perjanjian
terus berlanjut.?®

Seperti yang telah dibahas di Mitos #1, kita perlu memikirkan kembali
paradigma dominan dalam investasi transisi energi: sektor publik harus
memimpin dalam mewujudkan transisi yang adil dan demokratis. Agar hal
ini dapat terjadi, ECT — dan skema ISDS secara lebih luas — harus menjadi
bagian dari masa lalu.

Alih-alih  menggunakan pengadilan arbitrase internasional yang
menguntungkan perusahaan multinasional energi dan investor asing,
kita perlu menggunakan hukum internasional untuk membela hak asasi
manusia — terutama mengingat fakta bahwa perusahaan-perusahaan
energi, baik yang ramah lingkungan maupun yang menimbulkan polusi,
sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.?®* Meskipun
keistimewaan yang diberikan kepada sektor korporasi melalui ISDS bersifat
mengikat secara hukum, sejauh ini semua instrumen internasional yang
ada mengenai bisnis dan hak asasi manusia adalah skema sukarela.
ltulah sebabnya gerakan sosial, masyarakat yang terkena dampak dan
serikat pekerja di seluruh dunia, bersama dengan beberapa negara
berpenghasilan rendah dan menengah, terus berjuang untuk mendapatkan
instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk meminta
pertanggungjawaban perusahaan multinasional atas pelanggaran hak asasi
manusia yang mereka lakukan,20> 206

‘Perjanjian yang mengikat’ ini, yang sedang dinegosiasikan di Dewan
Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2014,



harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan kita yang
terus meningkat untuk merebut kembali energi dari pasar dan
memperluas kapasitas pemerintah untuk mengembangkan kebijakan
transisi energi yang demokratis.

RINGKASAN

Langkah-langkah perlindungan investasi TIDAK diperlukan untuk
mendorong investasi transisi energi.

ISDS memungkinkan perusahaan untuk menggugat pemerintah atas
kebijakan untuk kepentingan publik yang mengurangi keuntungan
mereka, termasuk keuntungan masa depan yang bersifat hipotesis.

ISDS digunakan untuk memblokir aksi iklim dan mendukung industri
bahan bakar fosil, yang berulang kali menggugat pemerintah atas
langkah-langkah yang berusaha mengurangi produksi dan konsumsi
bahan bakar fosil. Beberapa negara termasuk Denmark, Prancis,
Spanyol, Jerman dan Belanda meninggalkan ECT karena ancaman yang
ditimbulkannya terhadap target iklim dan transisi energi.

ISDS tidak melindungi atau mendorong investasi energi

terbarukan: beberapa studi menunjukkan bahwa investor tidak
mempertimbangkan keberadaan Perjanjian Investasi dalam
pengambilan keputusan mereka. Perjanjian Investasi dan langkah-
langkah perlindungan investasi tidak termasuk dalam 167 kriteria yang
digunakan oleh Bloomberg New Energy Finance untuk menilai daya
tarik suatu negara untuk investasi energi terbarukan.

ISDS melemahkan sistem hukum domestik dan kedaulatan
pemerintah. ISDS menciptakan sistem hukum bayangan yang
sangat tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,
yang selanjutnya memusatkan kekuasaan di tangan investor dan
perusahaan internasional.

Mendorong kapasitas pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan
transisi energi yang ambisius berarti membongkar skema ECT dan
ISDS secara lebih luas.

Alih-alih arbitrase internasional yang menguntungkan perusahaan
multinasional energi dan investor asing, kita membutuhkan
instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk
meminta pertanggungjawaban perusahaan multinasional energi atas
pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan.
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Dalam menghadapi krisis iklim yang makin memburuk, laporan ini
bertujuan untuk menantang enam mitos transisi energi yang berbahaya
tetapi berpengaruh. Bersama-sama, mitos-mitos ini bertujuan untuk
meyakinkan kita bahwa sektor swasta, pasar bebas, harga yang lebih
murah, dan desentralisasi dapat mendekarbonisasi sistem energi —
dan bahwa hak kekayaan intelektual serta perjanjian perlindungan
perdagangan dan investasi diperlukan untuk memfasilitasi hal ini.

Pandangan dunia seperti itu melihat bahwa keuntungan swasta
merupakan hal yang melekat pada sektor energi dan diperlukan untuk
dekarbonisasi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh laporan ini,
mengurangi permintaan energi dan mengalihkan seluruh infrastruktur
listrik ke energi terbarukan bukanlah upaya yang menguntungkan.
Sebaliknya, halinimemerlukan perubahanyang mahal dan komprehensif
yang tidak akan berhasil tanpa perencanaan publik, keuangan publik,
dan kepemilikan publik.

Transisi ini mengharuskan pemerintah untuk diperlengkapi dengan
baik dan dimintai pertanggungjawaban oleh berbagai gerakan sosial
dan masyarakat luas untuk mengimplementasikan kebijakan demi
kepentingan publik. Alih-alih menyerahkan sistem energi kepada pasar
dan perusahaan, pemerintah harus memastikan bahwa pekerja dan
pengguna energi dapat herpartisipasi di setiap tingkat sektor untuk
memastikan bahwa sistem energi publik yang adil, demokratis, dan
berkelanjutan dapat dibangun.

Kami berharap mitos-mitos ini berkontribusi pada gerakan keadilan
buruh dan lingkungan yang makin kuat dan saling terhubung yang,
secara kolektif, dapat memaksa pemerintah untuk memhbongkar model
pasar nirlaba dan mewujudkan transisi energi oleh dan untuk publik.

Akhirnya, publikasi ini merupakan bagian dari proses politik terbuka
di mana serikat buruh, aktivis cendekiawan dan komunitas-komunitas
garda depan telah mengembangkan Deklarasi Gerakan Demokrasi
Energi (Energy Democracy Movement Declaration). Gerakan ini
berupaya untuk mengambil alih kembali energi dari pasar dan bergerak
menuju kepemilikan publik dan manajemen yang demokratis, dengan
partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan kesetaraan sebagai intinya.

Anda dapat menandatangani dan menyebarluaskan Deklarasi Gerakan
Demokrasi Energi di sini: https://www.energydemocracydeclaration.
org/
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UN General Assembly recognising the right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment as a human right since
2022, this dimension is now also formally included in the treaty negotiations.






Transnational Institute (TNI) adalah sebuah lembaga
penelitian dan advokasi internasional yang berkomitmen
untuk membangun planet yang adil, demokratis dan
berkelanjutan. Selama lebih dari 40 tahun, TNI telah menjadi
penghubung yang unik antara gerakan sosial, cendekiawan
yang terlibat, dan para pembuat kebijakan. TNI telah
mendapatkan reputasi internasional dalam melakukan
penelitian yang baik dan kritik yang radikal. Sebagai lembaga
non sektarian, TNI juga secara konsisten mengadvokasi
segala alternatif yang adil dan pragmatis, misalnya dengan
memberikan dukungan bagi kinerja praktis reformasi

pelayanan publik. https://www.tni.org/en

ENERGY
DEM@CRACY

Trade Unions for Energy Democracy (TUED) adalah jaringan
global serikat pekerja dan sekutu dekat yang sedang berkem-
bang yang bekerja untuk memajukan kontrol demokratis

dan kepemilikan sosial atas energi, dengan segala cara yang
mendorong solusi untuk krisis iklim, mengatasi kemiskinan
energi, melawan degradasi lahan dan manusia, dan menang-
gapi serangan terhadap hak-hak dan perlindungan pekerja.
Didirikan pada akhir tahun 2012, TUED telah berkembang dan
beranggotakan puluhan serikat pekerja, federasi buruh, dan
gerakan sosial serta sekutu kebijakan dari berbagai negara di
seluruh dunia, baik di Utara maupun di Selatan. https://www.
tuedglobal.org/




